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ABSTRAK 

Asnita A, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2024: Analisis Nubuwwah 

Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. 

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan 

Nubuwwah.  

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses pengelolaan keuangan 

desa mencakup keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

 Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana 

pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember? (2) 

Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember? (3) Bagaimana analisis nubuwwah dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan 

dana desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember (2) Untuk 

mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. (3) Untuk menganalisis 

nubuwwah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan 

analisis data pada penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, (1) pengelolaan 

dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dilakukan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014 meliputi, tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

yang sudah dilakukan dengan baik. (2) transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana  Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

sudah terbuka dan bertanggung jawab dengan baik atas dana yang dikelola. (3) 

nubuwwah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember meliputi yaitu sifat 

shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah  sudah meneladani dengan baik dalam 

kehidupan dan penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara terbuka dan 

bertanggungjawab.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil’alamin  di Indonesia 

yang merupakan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Islam adalah satu-

satunya agama yang membahas di segala aspek kehidupan salah satunya pada 

bidang hukum, sosial, filosofi, ekonomi, keuangan dan pemerintahan. 

Keberadaan Islam dalam bidang keuangan terbukti dengan adanya ayat-ayat 

Al-Qur’an terkait keuangan mulai dari tata cara mendapatkan, 

mengelolahnya, sampai pada pemanfaatan, pemeliharaan, serta 

pendistribusiannya.
2
  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 

bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan 

dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
3
 Pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, 

pelaporan, dan pertanggung jawaban terhadap keuangan desa.
4
 Keuangan desa 

merupakan   segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak 

                                                 
2
 Lailatul Azizah, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan 

Dana Infak (Di TPQ Al-Khuriyah Bangil-Pasuruan)," Jurnal Akuntansi Integratif 8, no. 2 (2022), 

126, <https://doi.org/10.29080>. 
3
 Firda Kusuma and Nur Ika Mauliyah, ”Analysis Of The Implementation Of Behavioral 

Accounting Aspects And Understanding Of The Village Funds Allocation (Add) In Kawistolegi 

Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District,” Journal of student academic research 5, 

no. 2 (2020), 57, <https://doi.org/10.35457/josar.v5i2.1147>. 
4
 Ana Pratiwi, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa 

Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,” Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship 3, 

no. 1 (2022), 1, <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>. 



 

 

2 

kewajiban desa yang dinilai berdasarkan uang.
5
 Permendagri 20 Tahun 2018,  

keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
6
 Pengelolaan keuangan 

desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya 

dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES).
7
 

Transparansi  adalah keterbukaan informasi yang memungkinkan 

semua pihak  yang berkepentingan dapat mengaksesnya. Informasi tersebut 

berupa peraturan, kebijakan pemerintah, atau informasi lainnya. Keterbukaan 

informasi ini penting agar semua pihak dapat memahami dan mengawasi 

kegiatan pemerintah. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian 

pemerintah dalam pengambilan kebijakan, karena pubik dapat memberikan 

masukan dan aspirasi. Selain itu, transparansi juga dapat membantu 

mengurangi peluang kecurangan, karena semua proses dan hasil kegiatan 

pemerintah dapat dilihat oleh publik.
8
 

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau lembaga yang diberi 

kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pihak yang 

                                                 
5
 Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar, Pengelolaan Keuangan Desa 

(Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), 11, <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/ 

Modul _Sistem Keuangan   Desa_2016_.pdf%0A>. 
6
 Permendagri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pasal 2 ayat (1). 
7
 Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan, "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)," Jurnal Rekognisi 

Akuntansi 6, no.1 (2022), 33, <https://doi.org/10.34001>. 
8
 Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said,  Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021), 29, 

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.Buku_Akuntabilitas 

Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan.pdf.>. 
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memberikan kepercayaan. Secara sederhana, akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai tanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik yang harus 

dapat dipertanggungkan kepada masyarakat.
9
 

Dana desa adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat dan 

disalurkan melalui pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk digunakan oleh 

desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2023 total  dana desa yang disalurkan 

untuk seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp 67 triliun dengan untuk 74.960 

desa.
10

 Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) kasus korupsi 

pada sektor desa meningkat setiap tahunnya sejak pada (2018-2022). Secara 

lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
11

 

Gambar 1.1 Tren Korupsi Dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022) 

 

Sumber: https://antikorupsi.org/ 

                                                 
9
 Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, "Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung 

Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020 Intan," Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan 9, no. 3 (2021), 

641–656, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>. 
10

 Dana Desa, diakses  Oktober 11 2023, <https://sid.kemendesa.go.id/>. 
11

 Dicky Anandya dan Laola Easter, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus 

Korupsi Tahun 2022, 23-24, (Indonesia Corupption Watch, 2023),  <https:///D:/Buku/ 

Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%2022.pdf. 
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Berdasarkan gambar di atas, kasus korupsi dan jumlah tersangka di 

sektor desa pada tahun 2016-2022 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Besarnya dana desa yang 

diterima setiap desa di seluruh Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran bagi 

banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa 

mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, 

dan pelaporannya. Oleh karena itu, dalam konteks penyelenggaraan 

pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi, baik dari atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan.
12

 

Mendorong dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlu adanya keterlibatan 

seluruh stakeholder dengan perannya masing-masing.  Bagi masyarakat desa, 

kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan 

kepada institusi pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi di 

desanya wajib diapresiasi. Badan Pengawasan Daerah (BPD) selaku lembaga 

pengawas kinerja kepala desa, selalu memonitor jalannya pemerintahan desa, 

apakah telah dijalankan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam 

Peraturan Desa tentang APBDesa. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 

                                                 
12

 Syarifuddin, Ruslan Renggong, dan Baso Madiong, Pengantar Pengelolaan Dana Desa  

(Gowa: Pusaka Almaida, 2021), iii, <https://repository.unibos.ac.id/>. 
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Desa yang bertugas mengawal penyaluran dana desa harus selalu bekerja 

optimal dalam memberikan pendampingan.
13

 

Dengan melihat fenomena terjadi, maka perlu adanya peran nilai 

agama dalam meminimalisir tindakan penyimpangan pada pengelolaan 

anggaran di instansi pemerintah. Implementasi nilai-nilai shiddiq, amanah, 

fathonah dan tabligh menekankan pentingnya untuk mewujudkan 

akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah. Pengelolaan keuangan 

harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, karena kedua prinsip ini 

saling berkaitan dan merupakan dasar ibadah yang bertujuan untuk mencari 

ridha Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam nilai-nilai 

Islam yaitu shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.
14

 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2023 karena merupakan salah 

satu desa yang memiliki banyak prestasi. Salah satu apresiasi atas pencapaian 

kinerja pemerintah desa, Desa Karangduren merupakan desa yang 

mendapatkan penghargaan pengelolaan keuangan dana desa terbaik dari 

Dirjen Perbedaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di 

Kabupaten Jember.
15

 Alokasi Dana Desa Karangduren saat ini sebesar 

597.914.518 dan mendapatkan tambahan ADD sebanyak 139.642.000. 

                                                 
13

 Sukarno, "Akuntabilitas Dana Desa," diakses Oktober 15 2023, 

<https://www.bpkp.go.id/>. 
14

 Saiful Muchlis, Rimi Gusliana Mais, dan Arif Hartono, "Manajemen Keuangan Berbasis 

Penerapan Nilai-Nilai Profetik," Musyarakah: Journal of Sharia Economics 2, no. 1, (2022), 3, 

<https://doi.org/10.0.94.20>. 
15

 Safitri, "Luar Biasa Tiga Desa Jember Raih Pengelolaan Keuangan Terbaik," diakses 20 

Oktober  2023, <https://radarjember.jawapos.com/>. 
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Besarnya dana yang diterima pemerintah pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren.
16

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember”  

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa 

Karangduren Kecamatan  Balung Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana analisis nubuwwah dalam mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. 

3. Untuk menganalisis nubuwwah dalam mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember. 

                                                 
16

 Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu serta dijadikan rujukan bagi peneliti di 

instansi pemerintahan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman, 

pengetahuan, dan wawasan penulisan tentang penelitian yang lebih 

baik kedepannya.  

b. Bagi Pemerintah Desa Karangduren 

 Sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam 

melakukan kajian ilmiah sehingga dapat menambah ilmu, wawasan, dan 

pengalaman berharga.  

c. Bagi Lembaga UIN Khas Jember 

 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

terkait implementasi nilai siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah di 

instansi pemerintahan.  

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah 

untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan terhadap makna istilah 

sebagaimana dimaksud oleh penelitian ini, maka dijelaskan secara singkat 
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agar mudah dipahami. Adapun definisi istilah yang terkandung dalam judul 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Nubuwwah 

Kenabian (al-nubuwwah) merupakan sifat yang diberikan Allah 

kepada manusia pilihannya karena mereka memiliki keistimewaan dan 

kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan 

mukjizat yang membuktikkan kebenaran ajaran yang mereka bawa. 

Kenabian merupakan salah satu nilai universal ekonomi Islam karena 

fungsi Nabi Muhammad SAW yang sentral dalam sumber ajaran Islam. 

Adapun nilai-nilai universal dalam nubuwwah terdapat pada sifat-sifat 

wajib nabi dan rasul yaitu:
17

  

a. Shiddiq 

Shiddiq berarti benar/jujur. Jujur adalah suatu sifat yang mulia 

yang terdapat di dalam seseorang yang beriman kepada Allah SWT. 

Salah satu sifat utama yang dimiliki Rasulullah SAW yaitu jujur baik 

dalam perkataan maupun perbuatan. 

b.  Amanah  

Amanah berarti terpercaya. Amanah yaitu apabila memiliki 

urusan atau tanggung jawab maka seorang harus melaksanakan 

dengan sebaik-baiknya.  

  

                                                 
17

 Idri, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Tim Lintas Pusaka, 2021), 46, 

<https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam 

-Prof.-Dr.-H.-Idri-M.Ag_.-z-lib.org_.pdf>. 
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c. Tabligh  

Sifat tabligh atau menyampaikan. Sifat menyampaikan ini yaitu 

sifat terbuka kepada publik/masyarakat dalam menyampaikan 

kebenaran yang terjadi. 

d. Fathanah 

Fathanah yaitu cerdas, fathanah yaitu seorang pemimpin 

memiliki sifat cerdas atau pintar dalam memimpin, menyusun, dan 

mengatur suatu strategi. 

2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

Pengelolaan Keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 
18

 

3. Transparansi 

Transparansi berarti terbukanya akses bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yaitu 

mengenai informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, 

pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
19

 

4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pada setiap 

individu atau kelompok atas keberhasilan atau kegagalan pada setiap 

                                                 
18

 Permendagri, UU Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 

ayat (6). 
19

 Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said,  "Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah," 29. 



 

 

10 

kegiatan unit organisasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
20

  

Berdasarkan definisi istilah yang sudah dipaparkan di atas, penulis 

bermaksud untuk meneliti tentang analisis nubuwwah dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Implementasi nubuwwah yakni 

shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah dalam pemerintah dapat menjadi 

dasar dalam mewujudkan good governance yang lebih efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, dengan judul penelitian analisis nubuwwah dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember bermaksud ingin 

mengetahui mengenai penerapan nilai nubuwwah dalam segala proses 

kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.   

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi yang dimulai dengan bab pendahuluan 

sampai bab penutup merupakan topik pembahasan sistematika. Format 

penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti 

daftar isi. Uraian sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 

                                                 
 

20
 Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said,, "Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah," 17. 



 

 

11 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai kerangka awal dan sistematika penelitian skripsi, 

bab ini berisi tentang  konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data dan penjabaran tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang pendekatan pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data, dan penjabaran tahap-tahap penelitian yang dilakukan. 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  

Bab ini menjabarkan daripada hasil penelitian yang meliputi gambaran 

objek penelitian, penyajian data, dan analisis serta hasil temuan penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya dan adanya saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang 

bersifat membangun. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Anik Nuzulur Rohmah,“Penerapan Prinsip Transparansi Dan 

Akuntabilitas Dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) BMT NU  Lumajang” dikeluarkan Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

KSPPS BMT NU Lamajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan akuntabilitas pada koperasi sudah dikatakan baik. Namun 

prinsip transparansi belum maksimal dikarenakan kendala belum memiliki 

website dalam pemanfaatan media sosial. Adapun persamaan penelitian ini 

yaitu membahas tema  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. 

Sedangkan perbedaannya dari penelitian tersebut dilakukan di koperasi 

sedangkan penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan.
21

   

2. Skripsi Taufiqul Musyfik Arromzi, “Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok 

Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep”, dikeluarkan Universitas  

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten 

                                                 
21

 Anik Nuzulur Rohma, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam 

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang," 

(Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 
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Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme 

pengelolaan desa sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 113 tahun 

2014. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian  yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas tema transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dan jenis penelitian kualitatif. 

Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan di Desa Batuhputih 

Laok sedangkan penelitian ini di Desa Karangduren.
22

 

3. Jurnal Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma “Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa 

Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 

2020” dikeluarkan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, 2021. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa 

Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik, baik itu secara teknis 

maupun administasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan ADD 

di Desa Sukamahi juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari 

adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik 

antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD 

                                                 
22

 Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep," (Skripsi, 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 
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dianggap transparan. Adapun persamaan penelitian ini adalah, sama-sama 

mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dana desa dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian 

terdahulu dana desa tidak membahas mengenai pengelolaan keuangan 

dana desa secara perspektif Islam dan perbedaan metode yang dilakukan 

penelitian terdahulu yakni observasi, kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi sedangkan penelitian sekarang lebih disangkut pautkan 

dengan perspektif  Islam.
23

 

4. Skripsi Nirmalasari, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo 

Kec. Mallusetasi Kab. Barru)” dikeluarkan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

pada tripologi Islam yaitu shiddiq, amanah, dan tabligh. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa bisa dikatakan 

transparansi dan akuntabel. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan 

penelitian yang dilakukan yaitu mengangkat tema yang sama tentang 

implementasi sifat Islam dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dana desa. Perbedaan penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini sifat Islam yang dilakukan penelitian terdahulu 

berdasarkan gagasan pribadi yaitu shiddiq, amanah, dan tabligh sedangkan 

                                                 
23

 Nuraeni dan Kusuma, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020," 

641-654. 
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penelitian ini berdasarkan sumber yang ada yaitu shiddiq, amanah, tabligh, 

dan fathonah.
24

 

5. Skripsi Aniyati “Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan 

fathonah Dalam Pelayanan Nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu 

Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Dikeluarkan Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai shiddiq, 

amanah, tabligh, dan fathonah dalam pelayanan nasabah di BMT UGT 

Nusantara Capem Batu Urip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelayanan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

walaupun penerapannya belum maksimal. Adapun persamaan penelitian 

ini mengenai sifat Islam yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu penerapan sifat Islam dilakukan 

pada pelayanan nasabah di perusahaan BMT UGT sedangkan penelitian 

ini penerapan sifat Islam pengelolaan dana desa pada sektor 

pemerintahan.
25

 

6. Skripsi Indriyanti “Implementasi Nilai-Nilai Dalam Manajemen Sumber 

Daya Manusia Di Bank Muamalat Kota Parepare” dikeluarkan Institut 

Agama Islam Negeri Parepare, 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam 

                                                 
24

 Nirmalasari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar 

Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)," (Skripsi, UIN 

Alauddin Makassar, 2021). 
25

 Aniyati, "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan 

Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," 

(Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 
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manajemen sumber daya manusia mulai dari proses rekrutmen, seleksi, 

pelatihan dan pengembangan, serta pemberian kompensasi sehingga 

menghasilkan sumber daya manusia yang Islami. Adapun hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen sumber daya 

manusia yang dilakukan Bank Muamalat Parepare mulai dari proses 

rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan 

pemberian kompensasi dilaksanakan sudah berjalan secara efektif dan 

berdasarkan nilai-nilai Islam meliputi nilai akidah, syariah dan akhlak dan 

implementasi sifat-sifat Islam sangat bermanfaat bagi perusahaan.  Adapun 

persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai 

implementasi nilai-nilai Islam. Perbedaan penelitian terdahulu penerapan 

sifat-sifat Islam dalam manajemen sumber daya manusia di Bank 

Muamalat sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan 

penerapan sifat-sifat Islam pada proses kegiatan dalam mengelola dana 

desa. 
26

 

7. Jurnal Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab “Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo” dikeluarkan 

Universitas Jenderal Soedirman, Purwakerto, 2020. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Adapun hasil dari penelitian ini 

                                                 
26

 Indriyanti, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di 

Bank Muamalat Kota Parepare,"  (Skripsi, IAIN Parepare, 2020). 
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menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini 

sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan 

akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun persamaan 

dengan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama 

membahas mengenai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang 

adalah perbedaan metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode 

survei dan pembahasannya meluas tidak berfokus pada satu desa 

sedangkan objek pada penelitian ini hanya fokus satu desa dan metode 

yang digunakan kualitatif.
27

 

8. Skripsi Ambar Veronicha “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum 

Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon 

Kabupaten Pesawaran” dikeluarkan Universitas Islam Negeri Raden 

Intan, Lampung, 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hukum Islam dan transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya 

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Adapun hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa 

dalam pembangunan desa secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan 

transparansi sudah cukup baik akan tetapi, masih memiliki cukup banyak 

kelemahan dan kekurangan dan penerapan transparansi dalam pengelolaan 

alokasi dana desa dikatakan kurang baik. Adapun persamaan penelitian 

                                                 
27

 Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," Journal of Economic, Management, Accounting and 

Technology 3, no. 2 (2020), 92–107, <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>. 
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terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama mengangkat tema mengenai 

transparansi dana desa perspektif Islam. Sedangkan perbedaan penelitian 

terdahulu hanya fokus pada transparansi perspektif Islam sedangkan 

penelitian sekarang fokus pada transparansi dan akuntabilitas perspektif 

Islam.
28

 

9. Skripsi Anggraeni Quro’atul M “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018” 

dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas 

pelaksanaan, akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 

2018. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 

perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, 

akuntabilitas pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, akuntabilitas pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul dalam 

pengelolaan administrasi ADD maupun dalam waktu SPJ telah mematuhi 

peraturan Undang-Undang yang berlaku. Adapun persamaan penelitian 

terdahulu dan sekarang adalah, sama-sama mengangkat tema mengenai 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan metode 

kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus pada 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tidak membahas mengenai 

                                                 
28

 Ambar Veronicha, "Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa 

Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran," (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampung, 2020). 
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pengelolaan keuangan dana desa secara prinsip Islam sedangkan penelitian 

sekarang fokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa perspektif Islam.
29

 

10. Skripsi Sri Wahyuni “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus 

Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” 

dikeluarkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan penerapan 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam 

pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur 

Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa 

secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup 

baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan 

dan penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan 

kurang baik. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dana desa dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu fokus pada transparansi dan 

                                                 
29

 Anggraeni Quro’atul M, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018," (Skripsi, IAIN Jember, 2019). 
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akuntabilitas pembangunan dana desa sedangkan penelitian sekarang fokus 

pada penerapan perspektif Islam dalam mengelola keuangan dana desa.
30

 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, berikut disajikan tabulasi 

penelitian terdahulu, yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penelitian  Persamaan Perbedaan 

1. Anik 

Nuzulur 

Rohmah 

2023 

Penerapan 

Prinsip 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas 

Dalam 

pengelolaan 

Koperasi Simpan 

Pinjam 

Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) 

BMT NU  

Lumajang 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dan 

sekarang yaitu 

membahas tema  

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan.  

Perbedaannya dari 

penelitian terdahulu 

dilakukan di koperasi 

sedangkan penelitian ini 

dilakukan di instansi 

pemerintahan. 

2. Taufiqul 

Musyfik 

Arromzi 

2022 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pemerintah Desa 

Dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Batuputih Laok 

Kecamatan 

Batuputih 

Kabupaten 

Sumenep 

Persamaan  

penelitian 

terdahulu yaitu, 

sama-sama 

membahas tema 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa dan jenis 

penelitian 

kualitatif. 

Perbedaannya 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah 

penelitian terdahulu 

dilakukan di Desa 

Batuhputih Laok 

sedangkan penelitian ini 

di Desa Karangduren 

dengan implementasi 

dalam perspektif Islam. 

3. Intan 

Nuraeni 

dan 

Tjokorda 

Gde 

Budi 

Kusuma 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Studi Kasus 

di Desa Sukamahi 

Kecamatan 

Persamaan 

penelitian ini 

adalah, sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai 

transparansi dan 

akuntabilitas. 

Perbedaan penelitian 

terdahulu tidak 

membahas mengenai 

pengelolaan keuangan 

dana desa secara 

perspektif Islam dan 

perbedaan metode 

                                                 
30

 Sri Wahyuni, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur 

Kabupaten Aceh Tenggara)," (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019). 
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No Penulis Judul Penelitian  Persamaan Perbedaan 

2021 Megamendung 

Kabupaten Bogor 

pada Tahun 2020 

pengelolaan 

keuangan dana 

desa dan metode 

kualitatif deskriptif. 

sedangkan penelitian 

sekarang lebih 

disangkut pautkan 

dengan perspektif Islam 

4. Nirmalas

ari 2021 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Berdasar 

Tripologi Islam 

(Studi Pada 

Kantor Desa 

Nepo Kec. 

Mallusetasi Kab. 

Barru) 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

dilakukan yaitu 

mengangkat tema 

yang sama tentang 

implementasi sifat 

Islam dalam 

mewujudkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dana 

desa.   

Perbedaan penelitian 

terdahulu dan penelitian 

saat ini sifat Islam yang 

dilakukan penelitian 

terdahulu berdasarkan 

gagasan pribadi yaitu 

shiddiq, amanah, dan 

tabligh sedangkan 

penelitian ini 

berdasarkan sumber 

yang ada yaitu shiddiq, 

amanah, tabligh, dan 

fathonah.   

5.  Aniyati 

2021 

Implementasi 

Nilai Shiddiq, 

Amanah, Tabligh, 

dan fathonah 

Dalam Pelayanan 

Nasabah di BMT 

UGT Nusantara 

Capem Batu Urip 

Kecamatan 

Sumberbaru 

Kabupaten 

Jember 

Persamaan 

penelitian ini 

mengenai sifat 

Islam yaitu shiddiq, 

amanah, tabligh, 

dan fathonah. 

Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu 

penerapan sifat Islam 

dilakukan pada 

pelayanan nasabah di 

perusahaan BMT UGT 

sedangkan penelitian ini 

penerapan sifat Islam 

pengelolaan dana desa 

pada sektor 

pemerintahan.  

6.  Indriyant

i 2020 

Implementasi 

Nilai-Nilai Dalam 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia Di Bank 

Muamalat Kota 

Parepare 

Persamaan pada 

penelitian 

terdahulu adalah 

sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian 

kualitatif, dan 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

implementasi nilai-

nilai Islam. 

penerapan sifat-

sifat Islam pada 

Perbedaan penelitian 

terdahulu penerapan 

sifat-sifat Islam dalam 

manajemen sumber 

daya manusia di Bank 

Muamalat sedangkan 

penelitian ini dilakukan 

pada instansi 

pemerintahan 

penerapan sifat-sifat 

Islam pada proses 

kegiatan dalam 

mengelola dana desa. 
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No Penulis Judul Penelitian  Persamaan Perbedaan 

proses kegiatan 

dalam mengelola 

dana desa. 

7. Ibnu 

Ngakil 

dan 

Elfan 

Kaukab 

2020 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

di Kabupaten 

Wonosobo 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian sekarang 

adalah sama-sama 

membahas  

mengenai, 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dana 

desa. 

penelitian terdahulu 

dengan sekarang adalah 

perbedaan metode 

penelitian yang 

dilakukan 

menggunakan metode 

survei dan 

pembahasannya meluas 

tidak berfokus pada 

satu desa sedangkan 

objek pada penelitian 

ini hanya fokus satu 

desa dan metode yang 

digunakan desa dan 

metode yang digunakan 

kualitatif. 

8. Ambar 

Veronich

a 2020 

Transparansi 

Dana Desa 

Perspektif Hukum 

Islam (Studi di 

Desa Negeri 

Ulangan Jaya 

Kecamatan 

Negeri Katon 

Kabupaten 

Pesawaran 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian sekarang 

sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai 

transparansi dana 

desa perspektif 

Islam. 

Perbedaan penelitian 

terdahulu hanya fokus 

pada transparansi 

perspektif Islam 

sedangkan penelitian 

sekarang fokus pada 

transparansi dan 

akuntabilitas perspektif 

Islam. 

 9. Anggrae

ni 

Quro’atu

l M 2019 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Di Desa 

Tutul Kecamatan 

Balung 

Kabupaten 

Jember Tahun 

2018 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dan 

sekarang adalah, 

sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dana 

desa dan metode 

kualitatif.  

Perbedaan penelitian 

terdahulu hanya fokus 

pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

dan tidak membahas 

mengenai pengelolaan 

keuangan dana desa 

secara prinsip Islam 

sedangkan penelitian 

pada transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

desa perspektif Islam.  

10. Sri 

Wahyuni 

2019 

“Penerapan 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dan 

Perbedaan penelitian 

terdahulu fokus pada 

transparansi dan 
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No Penulis Judul Penelitian  Persamaan Perbedaan 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Pembangunan 

Desa (Studi 

Kasus Desa Kuta 

Bakti Kecamatan 

Babul Bakmur 

Kabupaten Aceh 

Tenggara).  

sekarang adalah, 

sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dana 

desa dan jenis 

penelitian kualitatif 

deskriptif. 

akuntabilitas 

pembangunan dana 

desa sedangkan 

penelitian sekarang 

fokus pada penerapan 

perspektif Islam dalam 

mengelola keuangan 

dana desa. 

Sumber: Data diolah  

Dari beberapa jenis penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan 

perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dan dengan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Keterbaruan dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang analisis nubuwwah dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  dana Desa 

Karangduren Jember. 

B. Kajian Teori  

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan 

pengetahuan yang baru dan bisa dijadikan pegangan secara umum. Hal ini 

untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, hal acuan teori yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Nubuwwah 

a. Pengertian Nubuwwah 

Nubuwwah berarti “Kenabian”, merupakan sifat-sifat yang 

melekat dengan Nabi dan diajarkan kepada umat Islam. Kata Nabi di 

dalam Al-Qur’an  terulang sebanyak 54 kali, salah satu karakteristik 
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sifat utama yang dimiliki oleh para. Sifat kenabian adalah pemberian 

dari Allah yang mempunyai pengetahuan (wahyu) yang memiliki 

derajat dan kedudukan yang tinggi. Nubuwwah (kenabian) merupakan 

suatu sifat yang berkaitan dengan manusia (al-insan) yang utus oleh 

Allah kepada makhluknya. Kata al-insan bermakna istighraq yaitu 

seluruh makhluk manusia yang menerima wahyu dari Allah sebagai 

Nabi dan Rasul-nya.
31

 

b. Dasar Hukum Nubuwwah  

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pemberian wahyu 

untuk para Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, 

dijelaskan di dalam QS. Al-Hajj ayat 75, dilanjutkan dengan QS. Al-

Imran ayat 33 dan kemudian dilanjutkan dengan QS. Ibrahim ayat 11:
32

 

                   

    

Artinya :“Allah memilih para utusan(-Nya) dari malaikat dan dari 

manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha 

melihat”. (Al-hajj/22:75) 

                      

       

Artinya :“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga 

Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa 

masing-masing). (Al-Imran/3:33) 

                                                 
31

 Kementerian Agama RI, Kenabian (Nubuwwah) Dalam Al-Qur’an (Tafsir Al-Qur’an 

Tematik) (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), 3-5, 

<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/66>. 
32

 Kementerian Agama RI, 9. 
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Artinya :“Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka,”Kami hanyalah 

manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada 

siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya. Tidak 

pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu 

melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja 

hendaknya orang yang beriman bertawakal”. (Ibrahim/14:11) 

 

c. Nilai-Nilai Nubuwwah 

Berikut beberapa nilai-nilai universal dalam nubuwwah terlihat 

pada  sifat wajib Nabi dan Rasul yaitu:
33

   

1. Shiddiq 

a) Pengertian Shiddiq 

Dalam bahasa Arab adalah “as-sidqu” atau “siddiq” yaitu 

benar/jujur. Sedangkan menurut istilah “as-sidqu” atau jujur 

berarti kelarasan hati tanpa ada unsur kebohongan. Jujur 

merupakan perilaku di mana tindakan atau ucapan seseorang 

dapat dipertanggung jawabkan. Sikap jujur yang dimiliki setiap 

seseorang maka menjadi mulia disisi Allah  SWT.
34

  

Jujur adalah integritas, ikhlas, dan sikap yang sangat 

penting dalam kehidupan. Sifat jujur merupakan salah satu sifat 

                                                 
33

 Idri, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Tim Lintas Pusaka, 2021), 46.  
34

 Muhammad Hanif Az-Zahid dan Kevin Icha Agustyanis, "Meningkatkan Taqwa Dengan 

Sikap Jujur Dalam Muamalah : Kajian Tafsir Tematik," Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 

(2022), 223, <https://doi.org/10.18860>. 
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yang mulia yang berlandaskan ucapan, keyakinan serta perbuatan 

ajaran Islam. Sifat jujur akan membawa seseorang pada surganya 

Allah SWT. 
35

 

b) Ciri-Ciri Orang Yang Bersifat Shiddiq 

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan  sifat jujur dalam 

diri sebagai berikut:
36

 

1. Selalu berkata benar di setiap kondisi. 

2. Tidak menipu/berbohong. 

3. Selalu menepati janji. 

4. Memiliki integritas yang tinggi. 

c) Dasar Hukum Sifat Shiddiq 

Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan sifat  shiddiq 

pada seorang Nabi. Sebagaimana firman Allah pada QS. Mariam 

ayat 41 berbunyi:
 37 

 

                          

Artinya :“Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam 

Kitab (Al-Qur’an), sesungguhnya dia adalah seorang 

yang sangat membenarkan, seorang Nabi”. 

(Maryam/19:41) 

 

                                                 
35

 Nafiuddin, "Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah," 

Jurnal Manajemen Islam  Bisnis Dan Manajemen Islam 6, no. 2 (2019), 118, 

<https://doi.org/10.21043>. 
36

 Hanipatudiniah Madani, "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah SAW," 

Jurnal Riset Agama 1, no. 1 (2021), 148, <https://doi.org/10.15575>. 
37

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT 

Insan Media Putaka, 2002), 308. 
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Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan sifat jujur dalam 

kehidupan manusia, salah satunya QS. Al- Isra ayat 35).
38 

                    

          

 

Artinya :“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan 

timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang 

paling baik dan paling bagus akibatnya”. (Al-Isra/17:35) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat 

manusia harus menyempurnakan takaran apabila menakar, dan 

janganlah sekali-kali bersikap curang dalam takaranmu untuk 

menambah keuntungan yang dapat merugikan orang lain. 

d) Sifat Shiddiq Dalam Pemerintahan  

Jujur adalah suatu sifat yang mulia yang terdapat di dalam 

seseorang yang beriman kepada Allah SWT. Sifat jujur haruslah 

sesuai dengan perkataan dan perbuatan merupakan sifat yang 

wajib dimiliki seorang pemimpin.
39

 Seorang pemimpin yang jujur 

tidak akan membohongi rakyat dan jauh dari pencitraan. 

Kebenaran yaitu berperilaku jujur kepada dirinya sendiri maupun 

                                                 
38

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT 

Insan Media Putaka, 2002, 285. 
39

 Darmawati dan Lisda Aisyah, Etika Keuangan Publik Islam (Palembang: Bening Media 

Publishing, 2021), 55, <https://Repository.Uinsi.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/981/A5_ 

Buku Etika Keuangan Publik Islam.Pdf.>. 
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rakyatnya, sebab pemimpin yang jujur paham bahwa kejujuran 

akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam segala hal.
40

 

Kebenaran yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

berkaitan dengan seluruh isi laporan keuangan yang dilakukan 

dan dilaporkan dalam APBDesa benar sesuai dengan apa yang 

dilakukan dalam mengelola dana desa baik dari sumber 

pendapatan maupun dipergunakan dalam hal apapun.
41

 

2. Amanah 

a) Pengertian Amanah 

Amanah adalah sebuah titipan atau tanggung jawab yang 

diberikan Tuhan kepada manusia untuk dilaksanakan. Amanah 

tersebut diserahkan kepada seseorang yang kemudian 

dilaksanakan dengan baik dan apabila dikerjakan mendapatkan 

banyak kebaikan sebaliknya apabila tidak dilaksanakan akan 

mendapatkan banyak keburukan.
42

 

Amanah merupakan prinsip ini menekankan pentingnya 

integritas, kejujuran, dan tanggungjawab dalam menjalankan 

tugas-tugas dan amanah yang diberikan. Dalam makna kerja, 

                                                 
40

 Pramudya Ciptawan dan Syahril, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun 

Masyarakat Yang Religius (Studi Di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten 

Sumenep)," Prosidding 3, no. 1 (2022), 320, <https://doi.org/10.24929>. 
41

 Kuni Masrohati Ulia, Asmito, dan Dhafir Miftah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada 

Kabupaten Buleleng Bali)," Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis 1, no. 2 (2023), 6, 

<https://doi.org/10.35316>. 
42

 Rina Widyanti, Puguh Setiawan, dan Muhammad Sabyan, "Konsep Amanah Dalam 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk 

Begalung Kota Padang," Jurnal Menara Ekonomi 7, no. 3 (2021), 115, <https://doi.org/10.31869>. 
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amanah mengimplikasikan kewajiban untuk bekerja dengan 

sungguh-sungguh, menghormati hak-hak orang lain, dan 

menggunakan sumber daya dengan baik. Prinsip amanah ini 

memberikan pesan yang kuat bagi perilaku kerja yang etis dan 

bertanggung jawab dalam perspektif Islam.
43

 

b) Ciri-Ciri Amanah 

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan sifat amanah 

adalah sebagai berikut:
44

 

1) Memiliki iman/integritas yang tinggi. 

2) Melaksanakan tugasnya dengan baik. 

3) Berkeinginan untuk mengembangkan dan memperbaiki diri 

dan kinerjanya. 

c) Dasar Hukum Amanah 

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang sifat amanah 

diatur  di dalam QS. An-Nisa ayat 58 berbunyi:
45 

                   

                    

                                                 
43

 Shendy Listya Wulandari dan Siti Fatimah, "Prinsip Amanah Sebagai Landasan 

Manajemen Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 

(KPKNL) Yogyakarta," Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah 8, no. 1 (2022), 153, 

<https://doi.org/10.55357>. 
44

 Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern 

Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," Jurnal Pengembangan 

Masyarakat Islam 12, no. 1 (2019), 56–57, <https://doi.org/10.24042>. 
45

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT 

Insan Media Putaka, 2002), 87. 
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Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat”. (An-Nisa/4:58) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang 

mendapat tugas atau tanggung jawab yang sudah diberikan oleh 

pemberi amanat maka harus bertanggungjawab dengan apa yang 

diamanatkan dan dilaksanakan dengan baik karena setiap 

perbuatan yang dilakukan Allah mengetahuinya.  

d) Sifat Amanah Dalam Pemerintahan 

Amanah atau tanggung jawab merupakan sifat yang kedua 

yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Suatu amanat harus  

dipertanggung jawabkan dan dilakukan sesuai apa yang 

diamanatkan. Di dalam akuntansi syariah pemerintah desa harus 

mempertanggungjawabkan tentang dana desa yang diamanatkan 

oleh pemerintah pusat/daerah kepada pihak-pihak yang terkait.
46

   

3. Nilai Tabligh 

a. Pengertian Tabligh 

Tabligh berarti komunikatif/argumentatif. Secara istilah 

tabligh yaitu keterbukaan dalam menyampaikan risalah kebenaran 
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dan tidak ada yang sembunyikan. Keterbukaan yang dilaksanakan 

dalam kepemimpinan perlu dijalankan secara profesional dalam 

batasan-batasan tertentu. Kemampuan dalam berkomunikasi, 

berinteraksi, bersosialisasi salah satu yang harus dimiliki seorang 

pemimpin. Pemimpin akan berhadapan dengan anggotanya yang 

memiliki keragaman, sehingga sifat tabligh adalah dasar dari 

hubungan baik dalam kinerja pemimpin  dan yang dipimpin.
47

 

b. Ciri-Ciri Tabligh 

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan tabligh adalah 

sebagai berikut:
48

 

1. Selalu menyampaikan kebenaran. 

2. Tidak pernah menyembunyikan kebenaran. 

3. Memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. 

c. Dasar Hukum Tabligh 

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang menyampaikan 

informasi kebenaran yang diatur di dalam QS. Al-Maidah ayat 67 

berbunyi:
49
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Artinya:“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan 

Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang 

diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan 

amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari 

(gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang kafir”. (Al-Maidah/5:67) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan 

perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang 

diperintahkan supaya tidak menyembunyikan apa yang telah 

diperintahkan. 

d. Nilai Tabligh Dalam Pemerintahan 

Dalam akuntansi syariah menyampaikan seluruh informasi 

yang disediakan dan tidak ada yang ditutup-tutupi  landasan dari 

nilai kejujuran. Dalam pemerintah desa bahwa, dalam 

menginformasikan dengan masyarakat tentang apa yang 

dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan tentang peraturan yang 

menjadi landasan suksesnya kegiatan karena dengan itu 

masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada 

pemerintah. Dalam kaitannya dengan ini penyampaikan informasi 

pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan tepat waktu, jelas, 

akurat terbebas dari kesalahan, mudah dalam mengakses, 
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melampirkan seluruh kondisi keuangan, bentuk perencanaan dan 

hasil kegiatan, menyampaikan seluruh informasi yang dilakukan 

secara menyeluruh.
50

 

4. Nilai Fathanah 

a) Pengertian Fathanah 

Fathanah merupakan seseorang yang mempunyai 

kecerdasan, pengetahuan yang luas, dan mampu menjelaskan 

dalam segala hal. Kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual 

tetapi juga kecerdasan emosional, dan spiritual.  Sifat fathanah 

yaitu mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam 

atas segala hal yang menjadi kewajiban yang akan menumbuhkan 

kreativitas dan inovatif yang hanya dimiliki seseorang yang ingin 

berusaha dan menambah ilmu pengetahuan baik dalam pekerjaan 

maupun perusahaan umum.
51

   

b) Ciri-Ciri Fathanah 

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan fathanah adalah 

sebagai berikut:
52

 

1. Seseorang yang memiliki sifat fathanah maka akan bersikap 

bijak dan menjunjung tinggi kebijakan. 
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2. Seseorang yang memiliki ilmu membaca dan memahami dan 

kecerdasan yang teruji. 

3. Mampu menyusun perencanaan dan strategi dengan tepat. 

c) Dasar Hukum Sifat Fathanah 

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang seseorang yang 

memiliki kecerdasan terdapat di dalam QS. Jasiyah ayat 13 

berbunyi:
53 

                      

                  

Artinya :“Dan Allah telah menunjukkan apa yang ada di langit 

maupun yang ada di bumi segalanya (sebagai bentuk 

rahmat dari pada-Nya). Sesungguhnya yang ada pada 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. 

(Jasiyah/45:13) 

 

Sesuai dengan ayat di atas, menjelaskan bahwa setiap 

kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang yang mau berusaha dan 

belajar guna mengembangkan potensi akalnya dan bahkan 

bertindak dengan akalnya tetapi tetap tidak keluar dari aturan-

aturan yang sudah ada di dalam hal apapun.  

d) Nilai Fathanah Dalam Pemerintahan 

Dalam akuntansi syariah bahwa pihak pemerintahan desa 

harus selalu memahami secara mendalam segala hal yang terjadi 
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yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan 

dana desa. Setiap kecerdasan dimiliki oleh seseorang yang 

berusaha dan mampu menggunakan serta mengembangkan 

akalnya untuk bekerja dan berusaha bahkan bertindak dengan 

akalnya tetapi tetap tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah 

ada di dalam hal apapun terutama dalam mengelola dana desa, 

bahwa dalam prosedur dana desa harus cermat dalam mengelola 

dana desa tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan yang 

diperintahkan oleh pemerintah untuk proses pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat tidak digunakan dalam kegiatan-

kegiatan yang keluar dari aturan tentang pengelolaan dana desa.
54

 

2. Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses pengelolaan 

keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang melibatkan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa merupakan proses 

yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan 

lainnya. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun 

anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap 

proses tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-
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aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan jangka 

waktu yang ditentukan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa 

harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

baik secara fisik maupun administrasi.
55

 

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa 

Adapun beberapa indikator pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan desa, yaitu:
56

 

1) Perencanaan  

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa harus 

diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa. Salah satu 

bentuk perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana 

pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 

selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan desa atau 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berlaku selama satu 

tahun. Rencana kerja pemerintah ini adalah rencana program 

kegiatan desa yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).    
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2) Pelaksanaan  

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa 

prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan 

pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa 

untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa dan harus 

disertai dengan bukti yang ada.   

3) Penatausahaan 

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan 

yang dilakukan oleh bendahara desa. Kemudian bendahara desa 

diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi 

baik penerimaan maupun pengeluaran.  

4) Pelaporan 

Dalam melakukan pelaporan terdapat beberapa indikator yang 

harus diperhatikan yaitu: kepala desa menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota, laporan 

semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun 

berjalan, dan laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan 

Januari tahun berikutnya. 

5) Pertanggungjawaban  

Dalam melakukan pertanggungjawaban terdapat indikator 

yang perlu diperhatikan yaitu: kepala desa menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan  APBDesa kepada Bupati/walikota sebagai 

bentuk pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi 
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pelaksanaan APBDesa meliputi pendapatan, belanja serta 

pembiayaan, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada 

masyarakat secara tertulis maupun secara media yang dapat dilihat 

dan diakses.  

c. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana 

tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:
57

 

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan pemerintah desa 

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabakan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa yang melandasinya. 

4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu, pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

3. Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Transparansi (transparency) adalah jelas, dapat dilihat secara 

menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, 

transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan 

suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan bahwa transparansi 

merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good 

governance.
58

 Good govenance merupakan konsep yang mengacu pada 

tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan, tindakan, 

pengelolaan keuangan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
59

 

b. Indikator Transparansi 

Adapun indikator transparansi bentuk pengukuran pelaksanaan 

governance yaitu:
60 

 

1) Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen. 

2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi. 
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3) Adanya keterbukaan proses. 

4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. 

c. Prinsip-Prinsip Transparansi 

Adapun enam prinsip-prinsip transparansi yaitu:
61

 

1) Terdapat informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses terkait 

informasi desa. 

2) Terdapat informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang 

mengakses informasi terkait  keuangan dan aktivitas desa yang 

dilakukan. 

3) Terdapat laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti terkait 

penggunaan dana desa. 

4) Tersedianya website atau media yang digunakan dalam publikasi 

kegiatan yang dilakukan oleh desa. 

5) Terdapat pedoman dalam melakukan penyebaran informasi. 

d. Manfaat Transparansi 

Transparansi merupakan salah satu upaya dalam membantu 

mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di 

kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan kegiatan 

pemerintah. Adapun manfaat adanya transparansi yaitu:
62

  

1) Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders 

dalam sebuah organisasi. 
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2) Mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 

3) Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga  

5) Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat maupun 

pemangku kebijakan. 

6) Mendorong iklim investasi yang efektif dan meningkatkan kepastian 

usaha.  

4) Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan  mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut.
63

 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah kepada publik dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

dalam mengelola keuangan daerah. Dengan adanya Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ) setiap kegiatan apapun dalam penggunaan anggaran 
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harus dapat dipertanggung jawabkan.
64

  Selain itu, Laporan  

Pertanggung Jawaban (LPJ) juga bentuk pertanggung jawaban yang 

dilakukan pemerintah desa dengan  menyampaikan berupa dokumen 

yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait paling 

lambat 10 bulan berikutnya.
65

 Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak 

diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata kelola yang baik.
66

 

b. Indikator Akuntabilitas 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Adapun indikator akuntabilitas untuk pengukuran 

dalam penelitian ini yakni: 
67

 

1) Tahap Penatausahaan 

a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. 

b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib. 

c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

                                                 
64

 Yoga Andriyan, "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Magelang 

Tahun 2019," Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) 3, no. 1 (2021), 50–51, 

<https://doi.org/10.18196>. 
65

 Suprianik dan Nilufarul Izzabillah, “Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap 

Pengelolaan APBD Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintah 

Bondowoso,” Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat) 2, no. 1 (2024), 290, 

https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/412/306.  
66

 Asrijal Bintang, Ilfayani Hanurat, dan Andi Rustam "Implementasi Pengelolaan 

Keuangan PTM Dalam Mendukung Good University Governance (GUG) Pada Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan," Competitiveness 10, no. 1 (2021), 19, 

<https://doi.org/10.26618>. 
67

 Permendagri, UU Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 

35-38. 



 

 

43 

d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada 

kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2) Pelaporan 

a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/walikota berupa: laporan semester 

pertama dan laporan semester akhir tahun. 

b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 

c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan berikutnya. 

3) Pertanggungjawaban 

a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 

b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

ditetapkan dengan peraturan desa. 

c. Manfaat akuntabilitas 

Akuntabilitas suatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara 

umum accountability dan responsibility adalah tugas yang diberikan 

kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya. Adapun 
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manfaat akuntabilitas dalam upaya perwujudan sistem akuntabilitas 

pada organisasi yaitu:
68

 

1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. 

2) Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness. 

3) Mendorong partisipasi masyarakat. 

4) Menjadikan pemerintah desa lebih dapat beroperasi secara efisien, 

efektif, ekonomis, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya. 

5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui 

pengembangan pengukuran kinerja. 

6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta 

peningkatan disiplin. 

7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

 

                                                 
68

 Wiwiek Kusumaning Asmoro dan Novie Astuti Setianingsih, "Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” Dalam Mewujudkan Good Government Governance 

Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri," Owner Riset dan Jurnal Akuntansi 3, no. 2 

(2019), 271, <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>. 



 45 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.
69

 Penelitian 

deskriptif merupakan data yang didapatkan berupa penjelasan pada saat 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dibuat narasi sesuai 

dengan kenyataan.
70

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti lebih 

menekankan pada pengamatan fenomena, dan lebih meneliti di instansi 

terkait dari fenomena tersebut baik dalam penerapan transparansi dan 

akuntabilitas serta dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam proses 

pengelolaan anggaran dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang diasumsikan terjadinya 

suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Lokasi yang dijadikan tempat 

penelitian oleh peneliti adalah di Pemerintahan Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut 

karena pemerintah Desa Karangduren menerapkan nilai-nilai agama dalam 

pemerintahan. Hal ini didukung dengan adanya visi dan misi Desa 

Karangduren yaitu pada visi nilai-nilai agama bahwa setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat Desa Karangduren 

mencerminkan perilaku hidup terpuji sebagai perwujudan nilai-nilai agama. 

Sedangkan misi sebagai bentuk perwujudan pemberdayaan masyarakat dan 

aktivitas pemerintah Desa Karangduren yang harus berlandaskan dengan 

nilai-nilai agama. 

Desa Karangduren merupakan desa yang memiliki segudang prestasi 

dibandingkan dengan desa yang lain. Hal ini didukung dengan adanya 

prestasi Desa Karangduren yaitu: desa peduli terhadap pelayanan 

kependudukan, desa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, desa taat 

bayar pajak, dan desa pengelolaan keuangan terbaik. Desa Karangduren 

selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu menaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta selalu konsisten terhadap tanggung 

jawab diberikan. Atas kinerja dan pencapaian yang dilakukan Desa 
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Karangduren mendapatkan tambahan ADD dari pemerintah sehingga 

menjadikan Desa Karangduren menjadi desa yang maju dan mandiri.
71

     

C. Subyek Penelitian  

Dalam penelitian peneliti menggunakan subyek penelitian purposive, 

peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang lebih 

mengetahui situasi dan fenomena yang terjadi. Penentuan data dilakukan 

secara purposive dipilih dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu.
72

 

Adapun pertimbangan-pertimbangan informan penelitian ini meliputi 

informan kunci yaitu mereka yang paling mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok dalam penelitian, informan utama yaitu mereka yang terlihat 

langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan informasi tambahan yaitu 

mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat 

dalam interaksi sosial yang diteliti.
73

 

Adapun yang menjadi sumber informan/subyek dalam penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Nurkholik selaku Kepala Desa Karangduren Balung 

2. Dwi Suryono selaku Sekretaris Desa Karangduren Balung. 

3. Novi Widyatanti selaku Kaur Keuangan Desa Karangduren Jember. 

4. Sumiadi selaku Kepala Dusun Krajan I Desa Karangduren Jember. 
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5. Samsul Hadi selaku Kepala Dusun Krajan II Desa Karangduren Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
74

 Untuk 

menetapkan data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni: 

1. Observasi 

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian 

dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat 

dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, 

mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti 

memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk 

melakukan uji kebenaran. Selain itu dengan pengamatan, peneliti akan 

mengalami dan melihat sendiri serta mencatat kejadian sebagaimana yang 

terjadi untuk dijadikan alat bilamana teknik komunikasi kurang 

memungkinkan.
75

  

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu proses interaksi antara 

pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui 
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komunikasi langsung terhadap objek yang diteliti. Disamping itu, 

kreativitas pewancara sangat diperlukan karena banyaknya mendapatkan 

hasil yang diteliti bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari 

jawaban, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban.
76

 

Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara 

semistruktur, tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka.
77

 Dalam melakukan wawancara selain 

membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga 

dapat mengumpul data menggunakan alat bantu seperti tape recorder, 

gambar, dan material lainnya.
78

 Adapun sumber pengumpulan data 

penelitian ini yakni dibuktikan dengan diadakannya penyelenggaraan 

musdes sebagai bentuk perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang 

kemudian dihadiri oleh Camat, TNI, Kapolri, BPD, dan masyarakat desa. 

Sehingga melakukan proses wawancara kepada sumber informasi terkait 

yaitu bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber 
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dari dokumen atau rekaman.
79

 Adapun sumber dokumentasi penelitian ini 

yaitu berupa piagam penghargaan, papan informasi penggunaan anggaran 

desa, dan realisasi anggaran APBDesa.  

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Analisis 

data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan tanda, dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. 

Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya 

berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa 

dipahami dengan mudah.
80

  

Adapun empat teknik analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu:
81

  

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian 

yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami atau 

catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri 

oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap 

fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang 

berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan 
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yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk 

tahap berikutnya. 

Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh 

di lapangan baik berupa fenomena yang dialami maupun berupa catatan 

yang berisi tafsiran terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dana Desa Karangduren.  

2. Reduksi data 

Setelah data yang terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna 

memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang 

mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan 

menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal yang penting tentang 

hasil temuan dan maknanya. Proses reduksi data fokus pada permasalahan 

penelitian saja dan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian 

dibuang.  

Dalam tahapan ini peneliti akan mereduksi data yang penting sesuai 

dengan fokus penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren dan data yang tidak 

berkaitan dengan masalah penelitian maka akan dibuang.  

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang berupa 

tulisan atau kata-kata, gambar grafik dan tabel. Tujuannya untuk 

menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang 
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terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan 

informasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, 

matrik atau grafik. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data 

dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat 

membosankan. 

Setelah tahapan reduksi data, proses selanjutnya yaitu penyajian data 

mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana 

Desa Karangduren Jember.  

4. Penarikan kesimpulan 

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat 

sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak disertai dengan 

bukti-bukti yang kuat. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang berkaitan dan sebagainya. Data yang kemudian 

disatukan kedalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-

kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan 

tanpa informasi tambahan. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif akan dapat menjawab fokus masalah penelitian. 

Pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan ini dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren Jember.  
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F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif suatu data dapat dikatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
82

 Uji analisis keabsahan data 

melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data dan hasilnya penelitian 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.
83

 

Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan 

teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk 

membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti bukti 

dokumentasi, pengelolaan anggaran dana Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. Sedangkan triangulasi sumber peneliti akan 

membandingkan hasil wawancara antara satu sumber dengan sumber 

lainnya.
84

  

G. Tahap-Tahap Penelitian  

Bagian ini menjelaskan terkait rencana pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan. Adapun beberapa 

tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya: 
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1. Tahap Pra Penelitian 

Terdapat enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 

dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.
85

 

a. Menyusun Rancangan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih 

dahulu, mulai dari pengajuan judul kepada Ketua Program Studi 

Akuntansi Syariah yaitu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak, menyusun 

matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing yaitu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I, dan selanjutnya 

menyusun proposal penelitian sampai pada tahap diseminarkan. 

b. Memilih Lapangan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti hal yang pertama 

dilakukan yaitu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang 

dipilih oleh peneliti adalah Kantor Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. 

c. Mengurus Perizinan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengurus surat 

perizinan terlebih dahulu, yaitu meminta surat permohonan penelitian 

kepada pihak kampus, setelah itu diserahkan kepada instansi 

pemerintahan yaitu Kepala Desa Karangduren dan selanjutnya akan 
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diinformasikan kepada kepala desa apakah boleh melakukan penelitian 

atau tidak. 

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Setelah mengurus surat perizinan dan disetujui oleh pihak 

instansi pemerintahan, peneliti mulai melakukan penyelidikan dan 

mencari lebih mendalam latar belakang instansi pemerintahan tersebut. 

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan 

Dalam menentukan informan perlu diberi tahu tentang maksud 

dan tujuan penelitian dilakukan. Seorang peneliti harus memilih 

informan sesuai kriteria dan menyelidiki sumber informan apakah yang 

disampaikan  sudah terpercaya atau tidak.  

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Setelah mengikuti tahap-tahap di atas langkah selanjutnya 

menyiapkan semua perlengkapan penelitian yang diperlukan ketika 

memulai penelitian di lapangan, yakni mulai dari menyiapkan kamera, 

recorder, buku catatan, dan lain sebagainya. 

g. Persoalan Etika Penelitian 

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat 

atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Hal ini dilakukan 

dalam pengamatan serta berperan untuk melakukan wawancara 

mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti akan 

berhubungan dengan orang-orang yang berperan langsung di lapangan. 
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2. Tahap Pelaksanaan Lapangan 

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri 

Untuk memasuki tahap lapangan, peneliti perlu memahami latar 

dan keadaan lokasi penelitian  terlebih dahulu. Disamping itu, juga 

perlu mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun mental. 

b. Memasuki Lapangan 

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian 

yaitu di Kantor Desa Karangduren dan melakukan penelitian sesuai 

yang direncanakan sebelumnya. 

c. Mengumpulkan Data  

Setelah peneliti memahami latar dan terjun langsung di lapangan, 

peneliti mulai melakukan pengumpulan data informasi yang mengenai 

sifat nubuwwah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dana desa. 

3. Tahap Analisis Data 

Jika tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilakukan, maka selanjutnya 

adalah tahap analisis data diawali dari reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. Pada tahapan ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian 

yang selanjutnya peneliti akan menyusun hasil dari penelitian yang 

dilakukan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN HASIL ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Kantor Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Agar peneliti lebih 

mengetahui tentang masalah objek dan gambaran penelitian maka 

dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut: 

1. Sejarah Desa Karangduren 

Sejarah telah mencatat bahwa Desa Karangduren pernah menjadi 

menjadi salah satu dari pedukuhan dari Desa Tutul dan Desa 

Karangsemanding. Berawal dari sebuah hutan belantara oleh dua bersaudara 

bernama R. Aryo Tarongso dan adiknya bernama R.Suryo, yang berasal dari 

pulau Nusa Barong di Puger. Sekitar tahun 1846 hutan tersebut sudah 

menjadi daerah berpenghuni, dengan luas kurang lebih 25 Ha dan 

dinamakan Desa “Suko Sari “, dapat diartikan Suko yang artinya gembira 

dan Sari yang artinya rukun, karena dirasakan kurang cocok dengan 

semakin bertambahnya jumlah penduduk akhirnya diubah namanya menjadi 

Desa Tutul. Dinamakan Desa Tutul dikarenakan pada waktu babat alas 

pertama kali banyak ditemukan Macan Tutul, yang wilayah 

pemerintahannya meliputi Padukuhan Karang Semanding, Padukuhan 

Karangduren. 

Pada Tahun 1915 Desa Tutul Mengadakan pemecahan menjadi tiga 

Desa yaitu, Desa Tutul, Desa Karangsemanding, dan Desa Karangduren. 
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Desa Karangduren dinamakan demikian karena pada waktu itu banyak 

terdapat tumbuh-tumbuhan atau pohon durian (duren) maka dinamakan 

Desa Karangduren. Desa Karangduren adalah salah satu desa di Kecamatan 

Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang mayoritas 

penduduknya adalah petani dan pedagang. Desa Karangduren menjadi Desa 

administratif yang dikepalai oleh seorang kepala desa, yang saat ini dijabat 

oleh Nurkholik, yang menjabat sejak tahun 2019. 

2. Kondisi Geografis Desa Karangduren  

Gambar 4.1 

Peta Wilayah Desa Karangduren 

 

 

Sumber: Profil Desa Karangduren Kecamatan Balung Tahun 2023  

Secara geografis Desa Karangduren terletak pada 28ᴼ C - 37ᴼ C 

Lintang Selatan dan 110ᴼ10´-111ᴼ40´ Bujur Timur. Topografi ketinggian 

desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 30 M diatas permukaan 

laut, dimana luas wilayah 441 Ha. Dari segi topografi Desa Karangduren 

berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan 

daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. 
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Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Karangduren terdiri 

dari 2 Dusun dengan 32 rukun tetangga atau RT yang meliputi: 

a. Dusun Krajan I terdiri atas 14 rukun tetangga. 

b. Dusun Krajan II terdiri atas 18 rukun tetangga. 

3. Sosial Budaya 

a. Demografis/Kependudukan 

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk 

yang tercatat secara administrasi, jumlah total 6.226 jiwa. Dengan rincian 

penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.158 jiwa, sedangkan 

berjenis perempuan 3.068 jiwa. Survei data sekunder dilakukan oleh 

fasilitator pembangunan desa, dimaksudkan sebagai data pembanding 

dari data yang ada di pemerintah desa. Survei data sekunder yang 

dilakukan pada bulan maret 2015 berkaitan dengan data penduduk pada 

saat itu, terlihat dalam tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Desa Karangduren Tahun 2015 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1. Laki-laki 3.158 50,7% 

2. Perempuan 3.068 49,3% 

 Jumlah 6.226 100% 

Sumber: diolah Peneliti 

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk 

Desa Karangduren 6.226 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.158 jiwa atau 50,7% 

dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 3.068 

jiwa atau 49,3% dari total jumlah penduduk yang tercatat. 
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Dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada 

di administrasi desa terdapat 97 jiwa dan selisihnya terdapat 6.129 jiwa 

yang tidak tercatat dalam survei data sekunder. Hal ini mendorong 

pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan 

melakukan pengecekan ulang terhadap terjadinya selisih data penduduk 

tersebut. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa 

terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga Desa 

Karangduren yang tidak masuk dalam daftar administrasi kependudukan. 
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4. Struktur Organisasi  

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karangduren 
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5. Visi dan Misi Desa Karangduren 

Adapun visi yang didirikan oleh pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

Kemandirian Desa Karangduren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

berbasis potensi lokal dan menjadi desa terkemuka di wilayah Selatan 

Kabupaten Jember menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bagian Selatan 

Jawa Timur. 

a. Kemandirian yang diartikan bahwa Desa Karangduren memiliki sumber 

daya manusia masyarakat berdemokrasi, akses pendidikan, sumber daya 

kelembagaan desa, ada daya partisipasi/gotong royong, sumber daya 

alam, sumber daya keagamaan dan kearifan lokal yang mampu dikelola 

secara mandiri. 

b. Pusat Pertumbuhan adalah pemerintahan berbasis sumber daya manusia, 

ekonomi, pertanian/perkebunan, peternakan, kearifan lokal yang dalam 

proses kebijakan keberlanjutan dan menitikberatkan pusat pertumbuhan 

akan kesejahteraan produktif dan berkelanjutan. 

c. Lokal Potensi aset daya yang dapat diartikan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan bersama-sama masyarakat yang ada prakteknya. 

d. Nilai-nilai agama  dapat dimaknai bahwa setiap aktivitas yang 

dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Karangduren dan masyarakat 

Desa Karangduren dapat mencerminkan perilaku hidup terpuji sebagai 

sebagai perwujudan dari nilai-nilai agama. 
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e. Budaya dapat diartikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat 

senantiasa kita untuk saling menjaga tali persaudaraan agar tetap kokoh 

sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan Desa 

Karangduren yang dicita-citakan bersama. 

Dalam mewujudkan misi Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember maka disusunya misi desa sebagai berikut: 

a. Program Fisik: 

1) Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang 

transportasi baik jalur pertanian,perkebunan warga dan lintas desa. 

2) Membangun saluran irigasi/TPT yang layak bagi masyarakat  

terutama pertanian. 

3) Peningkatan sarana pelayanan dasar desa. 

4) Penyusunan perencanaan desa secara partisipatif. 

5) Pembangunan jambanisasi untuk konvergensi stunting. 

b. Program Non Fisik 

1) Menciptakan aparat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan 

pelayanan yang maksimal. 

2) Mendorong lembaga yang ada di desa dalam peningkatan kapasitas 

penyiapan fasilitas dan pengelolaan biaya operasional 

kelembagaannya. 
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B. Penyajian Data dan Hasil Analisis  

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang 

diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di 

lapangan dan jika dirasa cukup data yang diperoleh, maka penelitian bisa 

dihentikan. Adapun disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada 

fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terstruktur dan tanggung 

jawab. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang 

transparan, penatausahaan yang rapi, serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang akuntabel. Adapun mekanisme tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Karangduren sudah 

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) dalam satu tahun berjalan. Berdasarkan peraturan desa 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan dalam menyusun Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes). 
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Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan 

pembangunan desa:
86

 

Oww kalau perencanaan pemerintah desa kita mengikuti aturan 

yang ada dan untuk perencanaan pembangunan desa kita sudah 

tertuang di dalam RPJMDes untuk masa kerja selama 6 tahun. Jadi, 

pertama kita melakukan musdus kira-kira apa-apa saja yang mau 

dibangun, setelah itu melakukan musdes usulan tersebut kita 

tampung lalu kita rangking mana yang urgent itu yang kita 

dahulukan misalnya perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-

lain. Kemudian kita melakukan musrenbang dimana usulan tersebut 

kita realisasikan dalam bentuk APBDes yang berlaku satu tahun. 

Dalam perencanaan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah 

desa melibatkan beberapa unsur terkait, seperti tokoh masyarakat, 

pemuda, agama, BPD, dan lain-lain. Kemudian kita realisasikan 

dalam RKPDes dan APBDes.  

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku kepala desa, 

menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

mengikuti aturan yang ada dan untuk perencanaan pembangunan desa 

sudah tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes) 

untuk masa kerja selama 6 tahun. Pertama pemerintah desa melakukan 

musdus membahas program kerja desa yang akan dibangun. Setelah itu 

pemerintah desa melakukan musdes dimana usulan tersebut ditampung 

lalu kemudian dirangking mana yang urgent itu yang akan dahulukan, 

misalnya perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya 

pada tahap terakhir melakukan musrenbang dimana usulan tersebut 

direalisasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dengan 
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masa waktu 1 tahun. Dalam melaksankan perencanaan pembangunan 

desa pemerintah desa melibatkan beberapa unsur terkait, seperti tokoh 

masyarakat, pemuda, agama, BPD, dan lain-lain. 

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan 

desa:
87

 

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren 

berdasarkan aturan yang ada mbak, itu kita melakukan musyawarah 

desa dengan melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, BPD, tokoh 

agama, pemuda, karang taruna, Linmas, dan lain-lain. Pada saat 

musyawarah masyarakat memberikan usulan atau saran yang 

kemudian usulan tersebut kita tampung dan  kita membahas 

program kegiatan pembangunan desa yang kemudian kami 

tetapkan dalam bentuk RKPDes dan APBDes. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku sekretaris desa, 

menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Karangduren  sudah berdasarkan peraturan, dimana pemerintah desa 

dalam melakukan musyawarah desa melibatkan RT/RW, tokoh 

masyarakat, BPD, tokoh agama, pemuda, karang taruna, Linmas, dan 

lain-lain. Dalam melaksanakan musyawarah masyarakat memberikan 

usulan atau saran. Kemudian usulan tersebut ditampung dan dibahas 

dalam program kegiatan pembangunan desa yang kemudian ditetapkan 

dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). 
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Hal serupa juga disampaikan oleh informan Bapak Samsul selaku 

(Kepala Dusun Krajan II) kepada penulis:
88

 

Perencanaan yang dilakukan pemerintah desa itu pertama 

melakukan musdus, dimana kami itu memberikan usulan kepada 

pemerintah desa  yang kemudian nanti ditampung dan dibahas. 

Kemudian melakukan musdes dimana usulan yang ditampung itu 

dimusyawarahkan lagi, nanti usulan tersebut akan dirangking mana 

yang didahulukan. Selanjutnya melakukan musrenbang usulan 

yang dibahas pada saat mudes itu akan dimusyawarahkan lagi yaitu 

namanya musrenbang dimana usulan tersebut direalisasi dalam 

RKPDes dan APBDes. Kami juga selalu diikutsertakan dalam 

melaksankan musyawarah desa baik itu mengenai perencanaan 

pembangunan sampai  penyerahan hasil pembangunan. 

 

Menurut pernyataan Bapak Samsul selaku Kepala Dusun Krajan II 

menjelaskan bahwa, Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

melaksanakan musdus dengan memberikan usulan kepada pemerintah 

desa dan usulan tersebut ditampung. Kemudian melakukan musdes 

dimana usulan tersebut akan dimusyawarahkan dan akan dirangking 

untuk dikerjakan. Selanjutnya pemerintah desa melakukan musrenbang 

dimana usulan tersebut direalisasikan dalam bentuk Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa (APBDes). Bahwa pemerintah desa mengiikutsertakan tokoh 

masyarakat dalam melaksakan perencanaan pembangunan sampai 

penyerahan hasil pembangunan. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa 

perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa Karangduren dilakukan 

berdasarkan prosedur yang ada. Hal yang pertama yang dilakukan 
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pemerintah desa yaitu Musyawarah Dusun (Musdus) karena musyawarah 

ini paling awal dalam menentukkan permasalahan yang harus segera di 

atasi di masing-masing desa. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan 

mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam tahap ini membahas dan 

menentukan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah 

pembangunan dengan melihat Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes) yang digunakan sebagai penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Selanjutnya tahapan 

terakhir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbang), dimana musyawarah ini merupakan tingkat tertinggi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat 

keputusan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). 

Pemerintah desa juga melibatkan beberapa unsur terkait dalam 

melaksanakan pembangunan yang sepakati bersama agar pembangunan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Berikut beberapa bukti dokumentasi musyawarah yang dilakukan 

pemerintah desa beserta usulan dari masyarakat di dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember. 
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Gambar 4.3 

 Musyawarah Desa Karangduren  

   

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

Gambar 4.4 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Karangduren  

 

     

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

Berdasarkan data di atas tahapan perencanaan dalam pengelolaan 

dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah  

Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 
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b. Pelaksanaan 

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dana Desa 

Karangduren diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum 

Negara (RKUN) ke dalam Rekening Kas Umum Daerah  (RKUD) yang 

kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas 

Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD).  

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
89

 

Sejak saya memimpin,,, sebelum pelaksanaan yang kami lakukan 

itu melakukan pembentukan TPK itu nanti tugasnya membantu, 

melaksanakan, dan bertanggungjawab program desa. Nah, setiap 

pelaksanaan pembangunan desa untuk pembelian material seperti 

semen, kayu, pasir batu dan lainnya itu kita menggunakan rekening 

desa secara tunai. Setiap pembelian itu harus disertai dengan struk 

atau nota untuk sebagai bukti nantinya. 

 

Menurut pernyataan Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa 

menjelaskan bahwa, Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa 

melakukan pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas 

membantu, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas program desa. 

Semua pembelian material seperti semen, kayu, pasir batu dan lainnya, 

yang dilakukan oleh pemerintah desa secara tunai menggunakan rekening 

desa yang harus disertai dengan struk atau nota untuk sebagai bukti.   

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis:
90
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Untuk pertama kalinya yaa tim pelaksana kegiatan itu dibentuk 

terlebih dahulu agar mempermudah proses pelaksanaan 

pembangunan desa. Kemudian pelaksanaannya desa itu melakukan 

kegiatan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan desa 

seperti pasir, semen, batu, kayu, besi, dan lainnya melalui 

pembayaran tunai. Pembayaran dan pembelian itu harus disertai 

dengan struk atau nota untuk sebagai bukti. Setiap kami 

melaksanakan pembangunan desa itu kita menggunakan rekening 

kas umum desa untuk semua pembayaran mbak. Pembayaran upah 

tukang itu biasanya perhari secara tunai. 

 

Menurut pernyataan Ibu Novi selaku Bendahara Desa menjelaskan 

bahwa, pertama yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan 

pembentukan tim pelaksana kegiatan yang akan mempermudah proses 

pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dengan melakukan pembelian bahan-bahan material 

seperti pasir, semen, kayu, besi, dan lainnya melalui pembayaran  tunai. 

Pembayaran dan pembelian harus disertakan dengan struk atau nota 

untuk sebagai bukti. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan desa 

menggunakan rekening kas umum desa untuk semua pembayaran secara 

tunai misalnya pembayaran upah tukang. 

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Bapak Sumiadi 

(Kepala Kasun Krajan I) kepada penulis:
91

 

Iyaa mbak... saya sebagai kepala dusun dan juga tim pelaksana 

kegiatan yang bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan kepada 

kepala desa. Untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan 

program pembangunan desa. kalau pelaksanaan pembangunan yang 

dilakukan pemerintah Desa Karangduren itu kami selalu 

diikutsertakan, misalnya saya sebagai dusun dan tim pelaksana 

kegiatan diikutsertakan dalam proses pembangunan. Kemudian 
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untuk tukangnya saya yang cari dan harus ambil dari desa dan tidak 

boleh dari luar desa mbak.  

 

Menurut pernyataan Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun 

menjelaskan bahwa, beliau kepala dusun dan tim pelaksana kegiatan 

bertanggungjawab kepada kepala desa atas pelaksanaan kegaiatan 

pembangunan desa. Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat 

dalam proses pelaksanaan serta untuk membantu kepala desa dalam 

melaksanakan program pembangunan desa misalnya, beliau kepala dusun 

sekaligus tim pelaksana kegiatan yang diikutsertakan dalam proses 

pembangunan desa. Pemerintah desa mengharuskan pekerja 

pembangunan warga Desa Karangduren tidak boleh dari luar desa. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa 

Pemerintah Desa Karangduren melakukan pembentukkan Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu dan melaksanakan program 

desa. Kemudian proses pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali 

dengan  pemindahan rekening kas umum negara ke rekening kas umum 

daerah kemudian menjadi rekening kas desa. Selanjutnya setiap 

pengambilan uang dan pembelian material dilakukan secara tunai dan 

harus disertai dengan bukti yang ada. Seluruh penerimaan dan 

pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas 

desa. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dana desa pemerintah 

desa mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

tersebut. Sehingga dapat meningkatkan dapat terciptanya partisipasi, 
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transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa serta dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Karangduren. 

Berdasarkan data di atas tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan 

dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.6 

Proses Pelaksanaaan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah 

 Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

c. Penatausahaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Pasal 35 menjelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan dana 

desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara 

desa. Dalam melakukan penatausahaan bendahara desa diwajibkan untuk 

melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan 

maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan 

secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti yang ada. Bendahara 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban  

yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya.  

Pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

 Rekening Kas Umum Negara (RKUN) 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

Rekening Kas Umum Desa 

Masyarakat 
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Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
92

 

Setelah penetapan rancangan APBDes, kemudian pencairan dana 

desa Karangduren dilakukan dua tahap saja karena Desa 

Karangduren termasuk desa yang mandiri. Pada tahap pertama 

keluar sebesar 60% yang akan digunakan untuk pembangunan, 

pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintah, dana 

tersebut digunakan, dan sama halnya pada tahap kedua sebesar 

40% yang akan digunakan sebagaimana mestinya. Pencairan dana 

desa bendahara itu akan mencatat setiap penerimaan maupun 

pengeluaran  yang dilakukan pemerintah desa yang nantinya 

digunakan untuk sebagai bukti dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana desa yang akan digunakan dalam bentuk SPJ. 

Kami juga melakukan penutupan buku setiap bulannya secara tertib 

seperti, buku buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku 

rincian pendapatan yang nantinya kita sampaikan kepada 

BPD,Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.   

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku kepala desa, 

menjelaskan bahwa setelah penetapan rancangan APBDes, kemudian 

pencairan dana Desa Karangduren dilakukan 2 tahap saja karena 

termasuk desa mandiri.  Pada tahap pertama keluar sebesar 60% dan 

tahap kedua sebesar 40% yang akan digunakan untuk pembangunan, 

pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah. Pencairan 

dana desa bendahara selalu mencatat setiap penerimaan maupun 

pengeluaran  yang dilakukan pemerintah desa yang digunakan sebagai 

sebagai bukti penggunaan dana desa dan akan dipertanggungjawabkan 

dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Selanjutnya melakukan 

penutupan buku setiap bulannya secara tertib seperti buku kas umum, 
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buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya akan 

disampaikan kepada BPD, Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa. 

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis:
93

 

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah berdasarkan 

prosedur yang ada, pencairan dana desa dilakukan 2 tahap, pada 

tahap pertama itu sebesar 60% dan tahap keduaa itu 40% dan saya 

selalu mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana 

secara tertib soalnya itu nanti akan kita tuangkan dalam laporan 

APBDes. Kalau program kerja desa ini kan digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, 

penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat 

desa. Jadi, kami pemerintah desa  melakukan penutupan buku pada 

setiap akhir bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, buku 

bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan. Dengan adanya 

pencatatan yang baik maka akan memudahkan pemerintah desa  

dalam melakukan pelaporan.  

 

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku bendahara desa, 

menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

sudah berdasarkan prosedur yang ada, kemudian pencairan dana desa 

dilakukan 2 tahap. Pada tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua 

sebesar 40% dan dicatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran 

dan desa secara tertib dan akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes). Program kerja desa digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, 

penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. 

Kemudian pemerintah desa melakukan penutupan buku pada setiap akhir 

bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, 
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dan buku rincian pendapatan. Sehingga dapat mempermudah pemerintah 

desa dalam melakukan pelaporan. 

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis:
94

 

Penatausahan yang dilakukan oleh bendahara sudah memakai 

komputer siskeudes yang terhubung dengan Rekening Kas Desa 

(RKDes). Uang yang masuk sama uang yang keluar selama setahun 

itu kami catat trus kami simpan dan penggunaannya itu harus 

dengan bukti, misalnya uangnya diambil kapan, digunakan untuk 

apa itu harus beserta dokumentasi gitu mbak. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku sekretaris desa, 

menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara sudah 

memakai komputer siskeudes yang terhubung dengan Rekening Kas 

Desa (RKDes). Selanjutnya setiap uang yang masuk dan uang yang 

keluar selama setahun itu dicatat dan disimpan. Setiap penggunaan dana 

desa harus disertai dengan bukti dan dokumentasi. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan 

bahwa, penatausahaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Karangduren sudah berdasarkan prosedur ada. Penatausahaan yang 

dilakukan oleh bendahara memakai komputer siskeudes sehingga dapat 

mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pelaporan yang 

terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes). Pencairan dana desa 

dilakukan 2 tahap. Pada tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua 

sebesar 40% dan dicatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran 
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dan desa secara tertib dan akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes). Program kerja desa digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, 

penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. 

Selanjutnya setiap pemasukan dan pengeluaran selama setahun dicatat 

dan disimpan serta pemasukan dana harus disertai dengan bukti dan 

dokumentasi yang ada untuk sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

Pemerintah desa melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya 

secara tertib meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku 

rincian pendapatan yang nantinya akan disampaikan kepada BPD, 

Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.  

Berikut merupakan salah satu bukti penggunaan aplikasi siskuedes 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember dalam penatausahaan pengelolaan dana Desa. 

Gambar 4.7 

Aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

Berdasarkan data di atas tahapan penatausahaan dalam pengelolaan 

dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 

Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah 

Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

d. Pelaporan 

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 

menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan 

desa berupa laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap 

akhir tahun anggaran yang berupa laporan. Laporan semester pertama 

berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. Sedangkan laporan semester kedua berupa laporan realisasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 Berikut bukti laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember. 

  

Penerimaan Kas Desa 

Pengeluaran Kas Desa 

Pencatatan/Penatausahaan Kas Desa 

Pelaporan Kas Desa 
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Gambar 4.9 

Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Karangduren 2023 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren  

Seorang informan Bapak  Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
95

 

Jadi, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaa itu mbak,,, 

pencairan tahap pertama 60% kemudian setiap penggunaan dana 

desa itu pekerjaan kita awali dengan foto visual mulai dari 0%, 

50%, sampai 100% begitupun pada tahap kedua yaitu 40%. 

Misalnya pembuatan jalan itu sebelum pekerjaan kita foto sampai 

hasil pembangunan. Setiap kita melakukan pembangunan desa itu 

kita cantumkan papan informasi yang dapat dilihat semua orang, 

berapa penggunaan anggaran pembuatan jalan itu mbak. Kemudian 

nanti akan dilampirkan di dalam surat pertanggungjawaban, yang 

digunakan untuk pelaporan ke DPM melalui camat,,, kalau laporan 

dana desa sudah tercantum di APBDes bisa dilihat baliho di depan 

yang kita pampang dan kita laporkan setiap tahunnya. 

  

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa, 

menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa pada 

pencairan tahap pertama 60% yang kemudian setiap penggunaan dana 
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desa itu pekerjaan foto visual setiap pekerjaan mulai dari 0%, 50%, 

sampai 100% begitupun pada tahap kedua yaitu 40%. Misalnya sebelum 

pembuatan jalan itu di foto dari awal pembangunan sampai hasil 

pembangunan. Kemudian setiap pekerjaan peembangunan dana desa 

dicantumkan papan informasi berapa pengggunaan anggaran tersebut 

yang nantinya dilampirkan di dalam surat pertanggungjawaban untuk 

dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) melalui camat. 

Laporan dana desa sudah tercantum di Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa (APBDes) yang dapat dilihat dan dilaporkan setiap tahunnya. 

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis:
96

 

Pada tahap pertama 60% setiap pekerjaan kita awali dengan foto 

visual mulai dari 0%, 50%, sampai 100% begitupun pada tahap 

kedua yaitu 40%. Kemudian nanti akan dilampirkan di dalam surat 

pertanggungjawaban, yang digunakan untuk pelaporan ke DPM 

melalui camat,,, kalau laporan dana desa sudah tercantum di 

APBDes bisa dilihat baliho di depan yang kita pampang dan kita 

laporkan setiap tahunnya. 

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa, 

menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu, 

Pada tahap pencairan pertama sebesar 60% setiap melakukan pekerjaan 

diawali dengan foto visual mulai dari 0%, 50%, sampai 100% begitupun 

pada tahap kedua yaitu 40%. Kemudian nanti akan dilampirkan di dalam 

surat pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaporan ke Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat (DPM) melalui Camat. Kalau laporan dana 
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desa sudah tercantum di Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

bisa dilihat baliho di depan dan dilaporkan setiap tahunnya. 

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis:
97

 

Palaporan yang kami laporkan yaa itu mbak..., laporan penggunaan 

dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, 

kesehatan, dan lain-lain itu kita laporkan kepada DPM dan kita 

samapaikan kepada masyarakat, BPD, dan Camat. Nanti, Camat 

akan melaporkan kegiatan penggunaan dana desa kepada DPM. 

Kemudian pelaporan tersebut itu nanti akan diperiksa oleh lembaga 

pemeriksa keuangan/BPK untuk ditindak lanjuti.  Pelaporan kita 

juga sudah kita cantumkan dalam bentuk APBDes yang dapat 

dilihat oleh semua orang.  

  

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris desa, 

menjelaskan bahwa, pelaporan penggunaan dana desa yang dilakukan 

oleh pemerintah desa untuk pembangunan, pemberdayaan, kesehatan, 

dan lain-lain dilaporkan kepada pemerintah daerah, masyarakat, BPD, 

Camat. Selanjutnya Camat melaporkan kegiatan pengggunaan dana desa 

kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM). Kemudian 

pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren akan diperiksa 

oleh lembaga pemeriksa keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan (BPK) 

untuk ditindak lanjuti. Pelaporan yang dilaporkan pemerintah yang dapat 

dilihat oleh semua orang sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes). 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan 

bahwa, Setiap pencairan dana desa harus melampirkan laporan realisasi 
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dana desa yang kemudian dicantumkan di dalam APBDes yang sudah 

dilaporkan setiap tahunya dan disampaikan kepada DPM. Bentuk 

pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren dilakukan 

secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai hasil 

pembangunan 100%. Setiap pekerjaan pembangunan dana desa 

dicantumkan papan informasi berapa pengggunaan anggaran tersebut 

yang nantinya dilampirkan di dalam surat pertanggung jawaban untuk 

dilaporkan ke DPM melalui camat. Selanjutnya Camat melaporkan 

kegiatan pengggunaan dana desa kepada pihak DPM. Pelaporan yang 

dilaporkan pemerintah yang dapat dilihat oleh semua orang sudah 

dituangkan dalam APBDes. 

Berikut merupakan salah satu bentuk dokumentasi sebelum dan 

sesudah pekerjaan pembangunan jalan paving dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember.  

Gambar 4.10 

Pembangunan Jalan Paving Desa Karangduren 

  

Sumber: Desa Karangduren 

Berdasarkan data di atas tahapan pelaporan dalam pengelolaan 

dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.11 

Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah 

Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

e. Pertanggungjawaban 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan 

dana desa tentu harus adanya pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan 

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama bertanggung 

jawab kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang 

pengelolaan dana desa. Pemerintah yang baik (good governance) yaitu 

bertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau 

pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh 

masyarakat desa dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar 

pihak masyarakat dan pemerintah desa. 

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
98
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Bentuk pertanggung jawaban yang kami lakukan yaa itu tadi mbak, 

setiap penggunaan dana desa kita catat dan disimpan yang nantinya 

digunakan dalam bentuk surat pertanggung jawaban atas dana yang 

dikelola. Surat pertanggungjawaban itu nantinya kita serahkan ke 

pihak DPM melalui camat. Kemudian kita samapaikan pada saat 

musdes yang dihari masyarakat, BPD, Camat, dll. Proses 

pelaksanaan pembangunan desa juga diawasi oleh TPK sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa, 

menjelaskan bahwa, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah desa yaitu, mencatat dan menyimpan dokumen-dokumen 

penggunaan dana desa yang digunakan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Kemudian surat 

pertanggung jawaban diserahkan kepada pihak DPM oleh Kepala Desa 

melalui Camat. Pelaksanaan pembangunan dana desa itu disampaikan 

pada saat musyawarah desa yang dihadiri  oleh masyarakat, BPD, Camat, 

dan lain-lain. Pelaksanaan pembangunan desa juga diawasi oleh TPK 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. 

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis:
99

 

Itu benar, setiap pekerjaan yang menggunakan dana harus 

dipertanggung jawabakan melalui SPJ kepada DPM melalui Camat. 

Di dalam SPJ itu semua terdapat anggaran penggunaan  dana desa 

dari awal samapai akhir. Setiap pekerjaan pembangunan, itu kita 

dokumentasikan. Perencanaan dana desa sampai 

pertanggungjawaban kita juga sampaikan dalam musawarah berapa 

anggaran yang diterima, dikeluarkan dan kita juga melibatkan 

BPD, masyarakat, dan lainnya. Pelaksanaannya pun itu diawasi 

oleh TPK atas terlaksananya pembangunan desa. Pertanggung 
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jawaban yang dilakukan desa itu juga berupa papan informasi 

maupun baliho yang dapat dilihat semua orang. 

 

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa 

menjelaskan bahwa, setiap pekerjaan yang menggunakan dana harus 

dipertanggung jawabkan melalui SPJ kepada DPM melalui Camat. 

Dalam surat pertanggung jawaban terdapat anggaran penggunaan  dana 

desa dari awal samapai akhir. Setiap pekerjaan pembangunan 

dokumentasikan. Perencanaan dana desa sampai pertanggungjawaban 

kita juga sampaikan dalam musawarah berapa anggaran yang diterima, 

dikeluarkan dan kita juga melibatkan BPD, masyarakat, dan lainnya. 

Pelaksanaannya itupun diawasi oleh TPK atas terlaksananya 

pembangunan desa serta pertanggung jawaban yang dilakukan desa itu 

juga berupa papan informasi atau baliho yang dapat dilihat semua orang. 

Seorang informan Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan II) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
100

 

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa 

Karangduren yaa itu mbak,,, dengan memasang baliho, papan 

informasi penggunaan pembangunan dan juga prasasti dapat dilihat  

di desa ini. Pada proses perencanaan kami juga diiukutsertakan 

yang dihari juga oleh tokoh masyarakat, agama, BPD, LPM dan 

lainnya. Pada saat musyawarah masyarakat memberikan aspirasi 

dan saran-saran kepada pemerintah desa kira-kira apa yang mau 

dibangun. Pelaksanaan dana desa pun saya diiukutsertakan, soalnya 

saya juga TPK yang mengawasi dan bertanggungjawab 

pelaksanaan dana desa.  

 

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa 

menjelaskan bahwa, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan 
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pemerintah desa dengan memasang baliho, papan informasi penggunaan 

pembangunan dan juga prasasti dapat dilihat.  Pada proses perencanaan 

pemerintah desa juga mengikutsertakan masyarakat, tokoh agama, BPD, 

LPM, dan lainnya. Pada saat musyawarah masyarakat memberikan 

aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa. Pelaksanaan 

pembangunan dana desa Tim Pelaksana Kegiatan juga diikutsertakan 

juga mengawasi dan bertanggungjawab atas jalannya pembangunan desa. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa 

pemerintah Desa Karangduren sudah menerapkan dengan baik sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan dana desa pemerintah desa 

juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan 

tahapan pertanggungjawaban. Dalam melakukan pelaksanaan program 

kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan membantu pemerintah 

desa dan mengawasi kegiatan pembangunan. Proses pertanggungjawaban 

yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana 

desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen 

tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa 

dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Kemudian dokumen-

dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang 

terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah 

kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada 
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masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi 

maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan desa untuk 

mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan antara masyarakat dan 

pemerintah desa. Maka dengan terlaksananya tersebut bentuk 

transparansi dan akuntabilitas di Desa Karangduren sudah terlaksana 

dengan baik. 

Berikut merupakan salah  satu bukti bentuk pertanggungjawaban 

yang oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember. 

Gambar 4.12 

Pertanggungjawaban PemerintahDesa Karangduren 

  

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

Berdasarkan data di atas tahapan pertanggungjawaban dalam 

pengelolaan dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.13 

Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa 

Karangduren 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi 

kesimpulan hasil wawancara pengelolaan dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Indikator 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Hasil Wawancara 

Perencanaan Tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Karangduren mengikuti aturan yang ada dan 

untuk perencanaan pembangunan desa kita sudah 

tertuang di dalam RPJMDes untuk masa kerja 

selama 6 tahun. Hal yang pertama dilakukan oleh 

pemerintah desa yaitu, melakukan musdus 

membahas program kerja desa yang akan dibangun. 

Setelah itu pemerintah desa melakukan musdes 

dimana usulan tersebut ditampung lalu kemudian 

dirangking mana yang urgent itu yang akan 

dahulukan, misalnya perbaikan jalan, jembatan, 

sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahap 

terakhir melakukan musrenbang dimana usulan 

tersebut direalisasikan dalam bentuk APBDes dan 

RKPDes yang berlaku dalam 1 tahun. Dalam 

melaksankan perencanaan pembangunan desa 

pemerintah desa melibatkan beberapa unsur terkait, 

seperti tokoh masyarakat, pemuda, agama, BPD, 

dan lain-lain. 

Pelaksanaan Tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah 

Pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa 

Penyusunan Pelaporan Desa 

Penyampaian dan Pembahasan Laporan Desa 
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Indikator 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Hasil Wawancara 

Desa Karangduren, yaitu sebelum melakukan 

pelaksanaan yang kami lakukan itu melakukan 

pembentukan TPK yang tugasnya membantu, 

melaksankan, dan bertanggungjawab program desa. 

Semua pembelian material seperti semen, kayu, 

pasir batu dan lainnya, yang  dilakukan oleh 

pemerintah desa secara tunai menggunakan 

rekening desa yang harus disertai dengan struk atau 

nota untuk sebagai bukti. Semua pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa 

Karangduren juga selalu diikutsertakan masyarakat. 

Kemudian untuk tukangnya harus ambil dari desa 

dan tidak boleh dari luar desa. 

Penatausahaan Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa 

sudah berdasarkan prosedur yang ada. Setelah 

penetapan rancangan APBDes, kemudian pencairan 

dana desa Karangduren dilakukan dua tahap saja 

karena Desa Karangduren termasuk desa yang 

mandiri. Penatausahan yang dilakukan oleh 

bendahara juga sudah memakai komputer siskeudes 

yang terhubung dengan Rekening Kas Desa 

(RKDes) setiap uang yang masuk dan uang yang 

keluar selama setahun. Penggunaan dana desa  itu 

harus dicatat, simpan, dan disertai dengan bukti. 

Kemudian pada tahap pertama pencairan dana desa 

keluar sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% 

digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, 

pembinaan, penyelenggaraan pemerintah, dana 

tersebut digunakan. Bendahara desa mencatat setiap 

penerimaan maupun pengeluaran  yang dilakukan 

pemerintah desa yang nantinya digunakan untuk 

sebagai bukti dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana desa yang akan digunakan dalam 

bentuk SPJ serta melakukan penutupan buku setiap 

bulannya secara tertib seperti, buku buku kas 

umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian 

pendapatan yang nantinya kita sampaikan kepada 

BPD,Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa. 

Pelaporan Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa pada 

pencairan tahap pertama 60% dan tahap tahap 

kedua yaitu 40% yaitu dengan setiap penggunaan 

dana desa itu pekerjaan foto visual setiap pekerjaan 

mulai dari 0%, 50%, sampai 100%. Setiap 
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Indikator 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Hasil Wawancara 

pekerjaan pembangunan dana desa dicantumkan 

papan informasi berapa pengggunaan anggaran 

tersebut yang nantinya dilampirkan di dalam surat 

pertanggung jawaban untuk dilaporkan ke DPM 

melalui Camat dan disampaikan kepada 

masyarakat, BPD, dan lainnya dalam bentuk 

pelaporan dana desa berupa laporan APBDes bisa 

dilihat baliho di depan dan dilaporkan setiap 

tahunnya. 
Pertanggungjawaban Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah desa yaitu, mencatat dan menyimpan 

dokumen-dokumen penggunaan dana desa yang 

digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

dana yang dikelola. Kemudian surat pertanggung 

jawaban diserahkan kepada pihak DPM oleh Kepala 

Desa melalui Camat. Pada proses perencanaan 

pemerintah desa juga mengikutsertakan masyarakat, 

tokoh agama, BPD, LPM, dan lainnya. Pada saat 

musyawarah masyarakat memberikan aspirasi dan 

saran-saran kepada pemerintah desa. Pelaksanaan 

pembangunan desa diawasi oleh TPK sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas jalannya 

pembangunan desa kepada pemerintah desa.  

Pertanggung jawaban yang dilakukan desa itu juga 

berupa papan informasi maupun baliho yang dapat 

dilihat semua orang. 

Sumber: Pemerintah desa dan kepala dusun Desa Karangduren 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

a. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik,  dijelaskan bahwa transparansi 

merupakan keterbukaan informasi bagi semua pihak yang dapat 

diakses. Informasi tersebut seluruh kegiatan yang yang dilakukan oleh 
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pemerintah desa baik itu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. 

Terlaksananya transparansi maka akan menciptakan pemerintahan 

yang baik (good governance). Pemerintah Desa Karangduren 

memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. 

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut: 

1) Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen 

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya 

ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya 

kecurangan dan penyalagunaan dalam proses pengelolaan dana 

desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat 

memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang 

penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan 

pemerintah desa. Berikut salah satu bukti transparansi yang 

dilakukan pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember. 

Gambar 4.14 

Transparansi Pemerintah Desa Karangduren 

  

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 
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Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
101

 

Kami selaku pemerintah desa menyediakan dokumen dalam 

bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di 

dalam APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah 

kami tuangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, 

dan mudah di pahami. Kemudian  dipasang di depan kantor 

desa supaya masyarakat tahu kemana anggaran itu 

dihabiskan. Kami juga menyediakan website, facebook desa 

dimana seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah terdapat 

di sana.  

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala 

desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa menyediakan dokumen 

dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di 

dalam APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah 

tuangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di 

pahami. Kemudian  pemasangan dilakukan di depan kantor desa 

agar masyarakat tahu kemana anggaran itu dihabiskan serta 

menyediakan website, facebook desa yang dapat diakses dan 

terdapat seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.  

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
102

 

Iya.. kami menyediakan dokumen dana desa dalam bentuk 

laporan realisasi APBDes secara singkat, padat dan jelas. 

Selain itu kegiatan pembangunan penggunaan anggaran dana 

desa juga kita cantumkan dalam bentuk papan informasi 

anggaaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua orang 
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berapa anggaran yang digunakan serta kami juga 

menyediakan website desa yang dapat diakses. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris desa 

menjelaskan bahwa, pemerintah desa menyediakan dokumen dana 

desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes secara singkat, padat 

dan jelas. Selain itu kegiatan pembangunan penggunaan anggaran 

dana desa juga mencantumkan dalam bentuk papan informasi 

anggaaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua orang dan 

menyediakan website desa yang dapat diakses.  

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sumiadi (Kepala 

Dusun Krajan I) kepada penulis: “Kami selaku masyarakat desa 

Karangduren dapat melihat dan mengetahui dari penggunaan dan 

hasil pembangunan di desa melalui baliho dan setiap titik pekerjaan 

itu terdapat prasasti dan juga papan informasi dari penggunaan 

anggaran tersebut”.
103

 

Menurut pernyataan dari Bapak Sumiadi selaku Kepala dusun 

menjelaskan bahwa, masyarakat desa dapat melihat dan 

mengetahui dari penggunaan dana desa  melalui baliho dan juga 

setiap titik pekerjaan pembangunan desa itu terdapat prasasti dan 

papan informasi dari penggunaan anggaran yang digunakan. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan 

bahwa, pemerintah desa menyediakan aksesbilitas dokumen dalam 
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bentuk laporan realisasi anggaran APBDes setiap tahunnya dan 

dokumen tersebut sudah dituangkan kedalam baliho secara singkat, 

padat, jelas, dan mudah di pahami. Pelaksanaan pembangunan desa 

juga terdapat papan informasi anggaran disetiap titik yang dapat 

dilihat oleh semua orang berapa anggaran yang digunakan serta 

menyediakan website desa yang dapat diakses. 

2) Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasi  

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan 

dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa 

menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. 

Selanjutnya pemerintah desa harus  dapat memberikan informasi 

yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana desa 

dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa. 

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
104

 

Kalau mengenai informasi dana desa menurut kami sudah 

sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Misalnya  mengenai 

informasi penerimaan bansos biasanya kami telfon 

keluarganya untuk mengambil bansos tersebut. Selain itu, 

juga bisa melalui laporan realisasi APBes yang kita pampang 

didepan kantor desa. Pada saat melakukan musyawarah kami 

juga menyampaikan informasi dana desa yang baik itu dana 

yang diterima atau penggunaan dana desa yang dihadiri oleh 

masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.  
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Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala 

desa menjelaskan bahwa, Informasi dana desa sudah sangat jelas, 

padat, dan mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi 

penerimaan bansos pemerintah memberikan informasi melalui 

telfon. Selain itu, melalui laporan realisasi APBes juga dipampang 

di depan kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat 

melakukan musyawarah pemerintah desa juga menyampaikan 

informasi baik dana yang diterima atau dana yang digunakan dan 

dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.   

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
105

 

Informasi yang disampaikan pemerintah desa sangat jelas 

mbak, bisa melalui baliho, papan informasi, dan website desa.  

Disitu sudah jelas pendapatan dan pengeluaran dana desa 

yang digunakan. Pada saat musyawarah kami juga 

mengikutsertakan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) 

menjelaskan bahwa, informasi yang disampaikan pemerintah desa 

sangat jelas yang dapat dilihat melalui baliho, papan informasi, dan 

website desa.  Kemudian pendapatan dan pengeluaran dana desa 

yang digunakan juga sudah jelas dan mudah dipahami. Pada saat 

musyawarah pemerintah melibatkan masyarakat, BPD, LPM, dan 

lainnya dalam pengelolaan dana desa. 
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Seorang informan Bapak Samsul (Kepala Dusun Krajan II) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
106

 

Kalau saya sendiri yaa mbak ,,, saya kan kepala dusun 

sekaligus tim pelaksana kegiatan yang membantu pemerintah 

desa dan mengawasi kegiatan, jadi kalau informasi 

pemerintah desa itu saya dapatkan perangkat desa dan saya 

juga ikut serta dalam mengikuti rapat dimana di dalamnya itu 

membahas rencana pembangunan, anggaran desa, dan lain 

sebagainya. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Samsul selaku Kepala dusun 

menjelaskan bahwa, beliau selaku kepala dusun sekaligus tim 

pelaksana kegiatan mendapatkan informasi melalui perangkat desa 

dan dalam mengikuti musyawarah desa dimana di dalamnya 

membahas rencana pembangunan, anggaran desa, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan 

bahwa, kejelasan dan kelengkapan informasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa mengenai informasi dana desa sudah sangat jelas, 

padat, dan mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi 

penerimaan bansos pemerintah memberikan informasi melalui 

telfon. Selain itu, melalui laporan realisasi APBes juga dipampang 

di depan kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat 

melakukan musyawarah pemerintah desa juga menyampaikan 

informasi baik dana yang diterima atau dana yang digunakan dan 

dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya. 
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3) Adanya Keterbukaan Proses 

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang 

Nomor 14 tahun 2008 pasal 7 ayat (2) tentang keterbukaan 

informasi menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan 

informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses 

pengelolaan dana desa secara menyeluruh. 

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
107

 

Keterbukaan proses yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

pada saat musdes kami terbuka kepada masyarakat, BPD dan  

lainnya. Kami juga memberikan hak untuk menyampaikan 

aspirasi dan saran-saran mereka kepada pemerintah desa serta 

melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, 

tukangnya itu kita ambil dari desa dan tidak boleh dari luar 

desa.  

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala 

Desa menjelaskan bahwa, Keterbukaan proses yang dilakukan 

pemerintah desa yaitu dengan melakukan musdes dan memberikan 

hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran kepada 

pemerintah desa yang dihadiri masyarakat, BPD dan  lainnya. 

Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses 

pembangunan untuk tukangnya diambil dari desa dan tidak boleh 

dari luar desa. 
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Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
108

 

Pada saat musyawarah dilakukan kami memberikan 

kesempatan kepada setiap masyarakat, BPD, dan lainnya 

untuk menyampaikan keluh kesah dan saran-saran kepada 

pemerintah desa.  Kami juga melibatkan masyarakat dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pengelolaan dana desa.  

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa 

menjelaskan bahwa, pemerintah desa memberikan kesempatan 

kepada setiap masyarakat, BPD, dan lainnya untuk menyampaikan 

keluh kesah dan saran-saran. Pemerintah desa juga melibatkan 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pengelolaan dana desa.  

Seorang informan Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
109

 

Kami juga mengikutsertakan masyarakat, BPD, Linmas, dari 

awal sampai serah terima hasil. Kalau mengenai itu, sekarang 

informasi desa gampang sekarang mbak bisa dilihat di 

internet, desa juga punya website yang dapat diakses semua 

orang. Kalau penggunaan anggaran pembangunan juga bisa 

dilihat di papan informasi dan baliho desa disitu tertera 

penggunaan anggarannya sekian. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Sumiadi selaku Kepala 

Dusun menjelaskan bahwa, Pemerintah desa melibatkan 

masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya dalam proses pengelolaan 

dana desa sampai serah terima hasil pembangunan. Informasi desa 
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juga dapat diakses melalui internet, desa juga menyediakan website 

desa yang terdapat kegiatan penggunaan dana desa. Untuk 

penggunaan anggaran pembangunan juga dapat dilihat melalui  

papan informasi dan baliho. 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan 

bahwa, adanya keterbukaan proses yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Karangduren yaitu dengan melakukan musdes dan 

memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran 

kepada pemerintah desa yang dihadiri masyarakat, BPD dan  

lainnya. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses 

pembangunan untuk tukangnya diambil dari desa dan tidak boleh 

dari luar desa. Informasi desa juga dapat diakses melalui internet, 

desa juga menyediakan website desa yang terdapat kegiatan 

penggunaan dana desa. 

4) Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi  

 Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya 

kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan dana 

desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian selain 

regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus 

membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung 
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dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan 

dengan disertai dokumen. 

 Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
110

 

Iyaa mbak... kami sudah mempublikasikan informasi 

laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara 

terbuka. Kami juga mengikutsertakan perwakilan setiap 

kalangan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam 

melakukan musyawarah desa. Bahkan dalam pembangunan 

kita mempekerjakan warga asli Desa Karangduren dan 

setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan desa terdapat 

papan informasi atau prasasti penggunaan anggaran 

pembangunan tersebut. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala 

Desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa sudah mempublikasikan 

informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara 

terbuka dan mengikutsertakan perwakilan setiap kalangan 

masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam melakukan 

musyawarah desa. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan desa 

mempekerjakan warga asli Desa Karangduren serta terdapat papan 

informasi atau prasasti penggunaan anggaran pembangunan. 

 Seorang informan Bapak Samsul (Kepala Dusun Krajan II) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
111

 

 Sangat transparansi mbak... karena apa kami kalau 

pemerintah desa tidak transparansi kepada masyarakat kami 

juga tidak senang dan sistem pemerintahannya pasti tidak 
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baik. Kami itu selalu diikutsertakan dari awal perencanaan 

sampai serah terima hasil pembangunan.  

 

Menurut pernyataan dari Bapak Samsul selaku Kepala 

Dusun menjelaskan bahwa, pemerintah Desa Karangduren sudah 

transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan pemerintah 

desa mengikutsertakan masyarakat dari awal perencanaan sampai 

serah terima hasil pembangunan. 

  Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Sumiadi (Kepala 

Dusun Krajan I) terkait dengan transparansi pemerintah desa 

kepada penulis:
112

 

Iya betul, jadi bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Karangduren ini yaitu dengan 

mengadakan musyawarah perencanaan, untuk apa anggaran 

yang dikeluarkan oleh pemerintah baik APBN maupun 

APBDes. Kira-kira apa yang mau dibangun di tahun 2023 

ini, misalnya RKPDes melakukan pembangunan jalan, 

jembatan, dan lain sebagainya. Setiap anggaran yang sudah 

tertuang dalam APBDes berarti itu semua sudah terealisasi.  

 

Menurut pernyataan dari Bapak Samiadi selaku Kepala 

Dusun menjelaskan bahwa, bentuk transparansi yang dilakukan 

pemerintah desa  dengan mengadakan musyawarah perencanaan 

APBDes. Rencana Program Desa  seperti, pembangunan jalan, 

jembatan, dan lain sebagainya. Setiap anggaran yang sudah 

tertuang dalam APBDes berarti itu semua sudah terealisasi. 

  Berdasarkan beberapa indikator di atas dapat ditemukan 

bahwa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 
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Kabupaten Jember sudah transparansi berdasarkan indikator 

tersebut, dimana pemerintah desa menyediakan dokumen dalam 

bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di dalam 

APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah tuangkan 

kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. 

Pemerintah desa sudah mempublikasikan informasi laporan 

realisasi APBDes kepada masyarakat secara terbuka. Pada saat 

perencanaan dana desa pemerintah melibatkan dan memberikan 

kesempatan kepada sejumlah tokoh masyarakat, BPD, dan lainnya 

untuk menyampaikan keluh kesah dan saran-saran. Tujuan 

melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan 

keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana 

Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. 

Sehingga masyarakat desa itu sendiri mendapatkan kemudahan 

untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan 

dapat mencegah terjadinya penyalagunaan dana desa. 

  Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi 

kesimpulan hasil wawancara transparansi pengelolaan dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.3 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Indikator 

Transparansi 

Hasil Wawancara 

Adanya 

ketersedianya 

aksesbilitas 

dokumen 

Pemerintah desa menyediakan dokumen dalam 

bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah 

tertuang di dalam APBDes setiap tahunnya dan 

dokumen tersebut sudah kami tuangkan kedalam 

baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di 

pahami. Kemudian  dipasang di depan kantor desa 

supaya masyarakat tahu kemana anggaran itu 

dihabiskan. Kami juga menyediakan website, 

facebook desa dimana terdapat seluruh kegiatan 

yang dilakukan pemerintah desa. 

Adanya 

kejelasan dan 

kelengkapan 

informasi 

Informasi dana desa yang dilakukan pemerintah 

desa sudah sangat jelas, padat, dan mudah 

dipahami. Misalnya, mengenai informasi 

penerimaan bansos pemerintah memberikan 

informasi melalui telfon. Selain itu, melalui 

laporan realisasi APBes juga dipampang di depan 

kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat 

melakukan musyawarah pemerintah desa juga 

menyampaikan informasi baik dana yang diterima 

atau dana yang digunakan dan dihadiri oleh 

masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya. 

Adanya 

keterbukaan 

proses 

Keterbukaan proses yang dilakukan pemerintah 

desa yaitu dengan melakukan musdes dan 

memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi 

dan saran-saran kepada pemerintah desa yang 

dihadiri masyarakat, BPD dan  lainnya. 

Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat 

dalam proses pembangunan untuk tukangnya 

diambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa. 

Kerangka 

regulasi  yang 

menjamin 

transparansi 

Pemerintah desa sudah mempublikasikan 

informasi laporan realisasi APBDes kepada 

masyarakat secara terbuka dan mengikutsertakan 

perwakilan setiap kalangan masyarakat, BPD, 

LPM, dan lainnya dalam melakukan musyawarah 

desa. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan 

desa mempekerjakan warga asli Desa 

Karangduren serta terdapat papan informasi atau 

prasasti penggunaan anggaran pembangunan. 

Sumber: Pemerintah desa dan kepala dusun Desa Karangduren 
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b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember 

 Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh pihak 

yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa. 

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa digunakan untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan biaya pemberdayaan 

masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya perawatan 

kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim 

pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan 

Kepala Desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, 

honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan 

masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana 

desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya. 

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: 

a. Penatausahaan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 

menjelaskan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 

wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas 

melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank,  serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa 

wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Seorang informan  Bapak Nurkholik (Kepala desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
113

 

Jadi untuk penatausahaan Desa Karangduren kita sudah 

mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu 

mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan 

melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Misalnya 

penggunaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan 

jalan dimana terdapat papan informasi dan yang digunakan dan 

sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus 

didokumentasikan sebagai bukti penggunaan dana desa 

sebagaimana mestinya. 

Menurut pernyataan dari Bapak Bapak Nurkholik selaku Kepala 

desa menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan pemerintah 

desa sudah mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu 

mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan 

tutup buku tiap bulan secara tertib. Hal ini dibuktikan dengan 

penggunaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan jalan 

dimana terdapat papan informasi dan yang digunakan dan sebelum 

pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus didokumentasikan sebagai 

bukti penggunaan dana desa sebagaimana mestinya. 

Seorang informan  Ibu Novi (Bendahara desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
114

 

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan 

Permendagri 113, saya selaku bendahara desa bertanggung 

jawab atas dana yang dikelola pemerintah desa, selalu mencatat 

terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup 

buku tiap bulan secara tertib. Bukti transaksi pembelian yang 

menggunakan dana desa dicatat dan disimpan. Misalnya 

pembelian bahan material seperti kayu, pasir, semen, dan 

                                                 
113

 Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024. 
114

 Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember , 7 Mei 2024. 
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lainnya. Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan 

kepada kepala desa setiap bulannya kadang akhir bulan itu 

sudah selesai kadang juga awal bulan baru dilaporkan.   

  

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa 

menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa 

berdasarkan Permendagri 113, Bendahara bertanggung jawab atas 

dana yang dikelola, selalu mencatat terjadi pemasukan dan 

pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. 

Bukti transaksi pembelian yang menggunakan dana desa dicatat dan 

disimpan. Pengeluaran dan pendapatan dana desa juga dapat dilihat 

melalui baliho realisasi APBDes sebagai bentuk penatausahaan yang 

dilakukan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban sudah 

disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya. 

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Dwi (Sekretaris Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Kalau proses 

pencatatan Desa Karangduren sendiri itu sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dimana terdapat buku kas umum, buku kas pembantu 

pajak, dan buku bank”.
115

  

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa 

menjelaskan bahwa, pencatatan yang dilakukan pemerintah desa 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana terdapat buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. 

                                                 
115

 Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7  Mei 2024. 



 

 

107 

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, 

penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah mengacu pada 

Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan 

dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara 

tertib. Hal ini dibuktikan setiap pendapatan dan pengeluaran desa 

dicatat dan disimpan berupa bukti-bukti transaksi penggunaan dana 

desa. Bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

setiap laporan realisasi APBDes pendapatan dan pengeluaran dicatat. 

b. Pelaporan  

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan, 

kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan 

realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun 

berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling 

lambat bulan Januari tahun berikutnya. 

Pelaporan pengelolaan alokasi dana Desa Karangduren 

dilakukan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan 

realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 
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Sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan 

bulan Januari tahun berikutnya. 

Hasil wawancara dari Bapak Nurkholik (Kepala Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
116

 

Kalau pelaporan semester pertama dan kedua sudah kami 

laporkan kepada Bupati melalui Camat. Untuk laporan semester 

pertama itu pada bulan Januari sampai Juni dan laporan semester 

kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun berjalan. 

Untuk kapan dilaporkan, yang jelas pekerjaan kita selesai yaa 

kita laporkan dan kita itu tidak pernah telat dalam pelaporan 

mbak. 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa 

menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

dengan melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada 

Bupati melalui Camat. Untuk laporan semester pertama itu pada bulan 

Januari sampai Juni dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli 

sampai Desember tahun berjalan. Untuk kapan dilaporkan, pemerintah 

desa yang jelas pekerjaan selesai langsung dilaporkan. 

Hasil wawancara dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Kalau laporan 

semester pertama dan dua sudah kami laporkan ke Bupati melalui 

Camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga kita sampaikan 

pada saat musrenbang yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan 

lainnya”.
117

  

                                                 
116

 Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024. 
117

 Dwi  Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024 
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Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa 

menjelaskan bahwa, palaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu, 

dengan melaporkan laporan laporan semester pertama dan dua sudah 

kami laporkan ke Bupati melalui Camat. Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes juga disampaikan pada saat musyawarah desa 

yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.  

Hasil wawancara dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
118

 

Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa itu melaporkan 

laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan 

kedua kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut juga kita 

sampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar 

mereka tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai 

dengan APBDes selama periode tertentu.  

 

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Sekretaris Desa 

menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa 

melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama 

dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat, BPD, 

LPM, dan lainnya agar mereka tahu program pelaksanaan apa saja 

yang telah dibiayai dengan APBDes selama periode tertentu. 

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, pelaporan 

yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melaporkan laporan 

semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Untuk 
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 Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024. 
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laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni dan 

laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun 

berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan 

kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka tahu 

program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan APBDes 

selama periode tertentu. 

c. Pertanggungjawaban 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38, 

bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam 

peraturan desa. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana 

desa Karangduren sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di 

Kantor Desa Karangduren oleh Bapak Nurkholik (Kepala Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
119

 

Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun 

anggaran paling lambat itu bulan Januari tahun berjalan mbak, 

yaitu berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan 

oleh Peraturan Desa sudah dilaporkan masalah tanggalnya saya 

lupa mbak. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa 

menjelaskan bahwa, laporan pertanggungjawaban yang dilakukan 

                                                 
119

 Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024. 
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pemerintah desa yaitu dengan mempertanggungjawabkan laporan 

realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati setiap 

akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan paling lambat bulan Januari. Dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh 

Peraturan Desa sudah dilaporkan. 

Hasil wawancara dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
120

 

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa dengan 

melaporkan laporan pertanggungjawaban realsisasi pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati. Laporan penggunaan dana desa kita 

sampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa 

dan laporan tersebut juga kita pampang secara terbuka dalam 

bentuk laporan realisasi APBDes. 

 

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa 

menjelaskan bahwa, Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah 

desa yaitu, melaporkan laporan pertanggungjawaban realsisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Laporan penggunaan dana desa 

disampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa dan 

laporan tersebut dapat dilihat melalui laporan realisasi APBDes. 

Hasil wawancara dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
121

 

Setiap penggunaan dana desa itu kita mempertanggungjawabkan 

melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes yang kita dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan 
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 Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.  
121

 Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024. 
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wajib disampaikan paling lambat itu akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. Laporan pertanggungjawaban itu berisi penerimaan 

dan pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes. 

 

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara Desa 

menjelaskan bahwa, pemerintah desa bertanggungjawab setiap dana 

desa yang digunakan melalui laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes yang kita dilaporkan kepada Bupati melalui 

Camat dan wajib dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang berisi 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa. Laporan 

pertanggungjawaban berisi penerimaan dan pengeluaran desa dalam 

bentuk laporan realisasi APBDes. 

Berdasarkan beberapa indikator di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah Desa Karangduren sudah bertanggungjawab berdasarkan 

indikator tersebut, penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah 

mengacu pada Permendagri 113, dimana bendahara desa selalu mencatat 

terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap 

bulan secara tertib. bertanggungjawab setiap dana desa yang digunakan 

melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang 

kita dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan wajib dilakukan setiap 

akhir tahun anggaran.  Kemudian bentuk penatausahaan yang dilakukan 

pemerintah desa yaitu setiap laporan realisasi APBDes pendapatan dan 

pengeluaran dicatat oleh bendahara desa. Selanjutnya pelaporan yang 

dilakukan pemerintah desa yaitu melaporkan laporan semester pertama 

dan kedua kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran 
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yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan paling lambat bulan 

Januari tahun berjalan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Peraturan Desa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi 

kesimpulan hasil wawancara akuntabilitas pengelolaan dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

 

Indikator 

Akuntabilitas 

Hasil Wawancara 

Penatausahaaan Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa 

sudah mengacu pada Permendagri 113, 

Bendahara desa selalu mencatat terjadi 

pemasukan dan pengeluaran kas, dan 

melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. 

Mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran 

dana desa dan disimpan berupa bukti-bukti, 

bertanggungjawab atas dana desa yang 

dikelola, melaporkan laporan semester pertama 

dan kedua kepada Bupati melalui Camat setiap 

akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan paling lambat bulan 

Januari tahun berjalan.  

Pelaporan Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa 

yaitu dengan melaporkan laporan semester 

pertama dan kedua kepada Bupati melalui 

Camat. Untuk laporan semester pertama itu 

pada bulan Januari sampai Juni dan laporan 

semester kedua itu pada bulan Juli sampai 

Desember tahun berjalan. Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada 

masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar 

mereka tahu program pelaksanaan apa saja 

yang telah dibiayai dengan APBDes selama 

periode tertentu. 

Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan 

pemerintah desa yaitu dengan 

mempertanggungjawabkan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada 
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Indikator 

Akuntabilitas 

Hasil Wawancara 

Bupati setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan 

pertanggungjawaban itu berisi penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi 

APBDes. 

Sumber: Pemerintah desa dan kepala dusun Desa Karangduren 

3. Nubuwwah Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

Nubuwwah merupakan sifat Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah 

SWT, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat 

bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan 

petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan 

benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal- 

muasal segala sesuatu. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik 

yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan 

akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan model manusia yang 

terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi 

Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat utama manusia yang harus diteladani 

manusia umumnya, khususnya pada Pemerintah Desa Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

1) Shiddiq  

Jujur merupakan suatu sifat yang mulia yang terdapat di dalam 

seseorang yang beriman kepada Allah SWT. Sifat jujur haruslah sesuai 

dengan perkataan dengan perbuatan yang wajib dimiliki seorang 

pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat 
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dan jauh dari pencitraan. Sebab pemimpin yang jujur paham bahwa 

kejujuran akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam segala hal. 

Sifat siddiq (jujur) dalam pemerintahan dapat mendorong aparatur desa 

untuk transparan dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

Menurut pendapat Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
122

 

Menurut saya penerapan prinsip jujur yang kami lakukan dalam 

pengelolaan keuangan, seperti menyampaikan seluruh informasi 

anggaran dana desa baik itu pendapatan maupun pengeluaran  

kepada masyarakat, BPD, dan lainnya, kesesuaian antara ucapan 

dan perbuatan seperti melaksanakan program desa sesuai 

kenyataan, dan jujur dalam niat itu seperti melakukan pekerjaan 

dengan baik dan benar dalam mengelola dana desa. 

 

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku 

Kepala Desa menjelaskan bahwa, beliau menerapkan prinsip kejujuran 

seperti menyampaikan seluruh informasi anggaran dana desa kepada 

masyarakat, BPD, dan lainnya. Kemudian kesesuaian antara ucapan dan 

perbuatan seperti melaksanakan program desa sesuai kenyataan, dan jujur 

dalam niat itu seperti melakukan pekerjaan dengan baik dan benar dalam 

mengelola dana desa. 

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis: “Saya menerapkan prinsip jujur 

seperti, melaksanakan tugas seperti mengerjakan tugas dengan penuh 
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tanggungjawab sama itu jujur dalam menjaga rahasia informasi desa 

kepada pihak yang tidak berwenang”.
123

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris 

Desa menjelaskan bahwa, beliau menerapkan prinsip jujur seperti, 

melaksanakan tugas seperti mengerjakan tugas dengan penuh 

tanggungjawab sama itu jujur dalam menjaga rahasia informasi desa 

kepada pihak yang tidak berwenang. 

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis: “Menurut saya penerapan sifat jujur 

seperti, jujur dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, jujur 

dalam melakukan pembayaran yang disertai dengan bukti yang sah, dan 

jujur dalam berkomunikasi dan tanggungjawab terkait dengan keuangan 

desa”. 
124

  

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Sekretaris 

Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat jujur seperti, jujur dalam 

melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, jujur dalam melakukan 

pembayaran yang disertai dengan bukti yang sah, dan jujur dalam 

berkomunikasi dan tanggungjawab terkait dengan keuangan desa. 

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Menurut saya 

penerapan sifat jujur itu seperti, jujur dalam melaksanakan tugas dan 
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tanggungjawab proses pembangunan dana desa, dan jujur dalam 

melaporkan informasi hasil kegiatan pembangunan kepada kepala 

desa”.
125

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala 

Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat jujur itu seperti, 

jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab proses 

pembangunan dana desa,  dan jujur dalam melaporkan informasi hasil 

kegiatan pembangunan kepada kepala desa. 

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan 

II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Menurut saya 

penerapan sifat jujur itu seperti, jujur dalam berbicara dan berinteraksi 

terbuka dengan masyarakat mendengarkan aspirasi dan permasalahan 

dengan baik dan jujur dalam melaksanakan tugas dengan baik”.
126

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Samsul Hadi selaku 

Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat jujur itu 

seperti, jujur dalam berbicara dan berinteraksi terbuka dengan 

masyarakat mendengarkan aspirasi dan permasalahan dengan baik dan 

jujur dalam melaksanakan tugas dengan baik. 

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat shiddiq 

yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip 

kejujuran seperti, jujur dalam menyampaikan seluruh informasi terkait 
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dana desa, jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan 

baik, jujur dalam pencatatan dan pelaporan jujur dalam dan jujur 

melaporkan informasi kegiatan pembangunan dana desa. 

Berikut salah  satu bentuk implementasi sifat jujur yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember menyampaikan informasi penyelenggaraan program desa pada 

saat musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, RT/RW, Linmas Porli, 

dan lainnya. 

Gambar 4.15 

Bentuk Sifat Shiddiq Pemerintah Desa Karangduren 

 

         Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

2) Amanah 

Amanah atau tanggung jawab merupakan sifat yang kedua yang 

dimiliki oleh Rasulullah SAW. Suatu amanat harus 

dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai dengan apa yang 

diamanatkan.  
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Menurut pendapat Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
127

 

Dengan cara melaksanakan program-program pembangunan 

desa yang sudah ditetapkan, memperlakukan semua warga desa 

dengan adil, memastikan semua penggunaan dana desa  sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dan bertanggungjawab 

atas dana yang dikelola seperti dengan bentuk SPJ. 

 

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku 

Kepala Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat amanah dilakukan 

dengan cara melaksanakan program-program pembangunan desa yang 

sudah ditetapkan, memperlakukan semua warga desa dengan adil, 

memastikan semua penggunaan dana desa  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dan bertanggungjawab atas dana yang dikelola 

seperti dengan bentuk Surat Pertanggung Jawaban. 

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:
128

 

Dengan cara menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, 

menjaga kerahasian informasi desa yang bersifat rahasia, dan 

melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat 

secara berkala serta memastikan semua penggunaan dana desa 

sesuai dengan peraturan yang ada. 

 

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku 

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat amanah 

dilakukan cara menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, 

menjaga kerahasian informasi desa yang bersifat rahasia, dan 
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melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara 

berkala serta memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
129

 

Dengan cara mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan 

pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepada 

kepala desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa 

secara berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang 

disertai dengan bukti sah. 

 

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Bendahara 

Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat amanah dilakukan dengan 

cara mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran 

dana desa dengan benar dan akurat kepada kepada kepala desa, BPD 

dan lainnya, membuat laporan keuangan desa secara berkala, dan 

melakukan pembayaran dengan benar yang disertai dengan bukti sah. 

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, memastikan 

kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan 

melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan”.
130

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku 

Kepala Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat amanah 
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dilakukan dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan 

baik, memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan. 

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun 

Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan 

melakukan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dalam 

kegiatan pembangunan desa dan melaporkan semua hasil 

pembangunan yang dilakukan kepada kepala desa”.
131

  

Menurut pernyataan yang diberikan Samsul Hadi selaku Kepala 

Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat amanah 

dilakukan dengan melakukan tugas dan tanggungjawab dengan 

sebaik-baiknya dalam kegiatan pembangunan desa dan melaporkan 

semua hasil pembangunan yang dilakukan kepada kepala desa.  

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat 

amanah yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan 

prinsip tanggungjawab seperti, melaksanakan program-program 

pembangunan desa yang sudah ditetapkan, memperlakukan semua 

warga desa dengan adil, memastikan semua penggunaan dana desa  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab atas 

dana yang dikelola seperti dengan bentuk Surat Pertanggung Jawaban, 

menjaga kerahasian informasi desa yang bersifat rahasia, melaporkan 

keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara berkala serta 
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memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan 

yang ada. mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan 

pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepada kepala 

desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa secara 

berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang disertai 

dengan bukti sah. memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang 

dilakukan. 

Berikut salah  satu bentuk implementasi sifat amanah yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember yaitu dengan membuat laporan keuangan dana 

desa.  

Gambar 4.16 

Bentuk Sifat Amanah Pemerintah Desa Karangduren 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

3) Tabligh 

Tabligh (komunikatif) yaitu keterbukaan dalam menyampaikan 

risalah kebenaran dan tidak ada yang disembunyikan. Dalam 

menyampaikan informasi pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan 
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tepat waktu, jelas, akurat, terbebas dari kesalahan, mudah diakses, dan 

seluruh informasi yang dilakukan secara menyeluruh. 

Menurut penjelasan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
132

 

Dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat 

melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, 

Linmas, dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-

program desa dan kebijakan pemerintah, dan membuat baliho atau 

papan informasi mengenai anggaran dana desa. 

 

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku 

Kepala Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat tabligh dilakukan 

dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat 

melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, 

dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-program desa dan 

kebijakan pemerintah, dan membuat baliho atau papan informasi 

mengenai anggaran dana desa. 

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara menyampaikan 

informasi program desa melalui musyawarah desa, membuat baliho atau 

papan informasi penggunaan anggaran dana desa, dan membuat website 

desa”.
133

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris 

Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat tabligh dilakukan dengan cara 
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menyampaikan informasi program desa melalui musyawarah desa, 

membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa, 

dan membuat website desa.  

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara membuat baliho atau 

papan informasi penggunaan anggaran dana desa dan mengadakan 

pertemuan desa”.
134

 

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Bendahara 

Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat tabligh dilakukan dengan cara 

membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa 

dan mengadakan pertemuan desa. 

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara 

berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi misalnya 

melaporkan dan mengawasi program pembangunan  dan disampaikan 

kepada kepala desa secara langsung”.
135

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala 

Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat tabligh dilakukan 

dengan cara berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi 

misalnya melaporkan dan mengawasi program pembangunan  dan 

disampaikan kepada kepala desa secara langsung. 
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Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan 

II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara 

berbicara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat 

program yang akan dilakukan dan juga melalui handphone”.
136

  

Menurut pernyataan yang diberikan Samsul Hadi selaku Kepala 

Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat tabligh dilakukan 

dengan cara berbicara langsung menyampaikan informasi kepada 

masyarakat program yang akan dilakukan dan juga melalui handphone. 

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat tabligh 

yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip 

menyampaikan seperti, dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin 

seperti pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, 

BPD, Linmas, dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-

program desa dan kebijakan pemerintah, membuat baliho atau papan 

informasi penggunaan anggaran dana desa, dan membuat website desa, 

berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi misalnya 

melaporkan dan mengawasi program pembangunan  dan disampaikan 

kepada kepala desa secara langsung atau juga melalui handphone. 

Berikut salah satu bentuk implementasi sifat tabligh yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember yaitu dengan membuat dan menyampaikan laporan 
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Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk baliho yang 

dapat dilihat oleh semua orang.  

Gambar 4.17 

Bentuk Sifat Tabligh Pemerintah Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

4) Fathanah 

Fathanah merupakan seseorang yang mempunyai kecerdasan, 

pengetahuan yang luas, dan mampu menjelaskan dalam segala hal. 

Dalam mengelola dana desa harus cermat dalam mengelola dana desa 

tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan yang diperintahkan oleh 

pemerintah pusat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Menurut penjelasan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis:
137

 

Dengan cara melayani dan mendengarkan dengan baik keluh kesah 

masyrakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam 

memajukan desa, dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan 

permasalah baik itu dalam pemerintahan ataupun dalam lingkungan 

masyarakat. 
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Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku 

Kepala Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat fathanah dilakukan 

dengan cara melayani dan mendengarkan dengan baik keluh kesah 

masyrakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam memajukan 

desa, dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalah baik itu 

dalam pemerintahan ataupun dalam lingkungan masyarakat. 

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara memahami dan 

menganalisis tugas dan  tanggungjawab dengan baik, mampu 

menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu dan mampu bekerja 

sama baik itu mandiri ataupun dalam tim”.
138

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris 

Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat fathanah dilakukan dengan 

cara memahami dan menganalisis tugas dan  tanggungjawab dengan 

baik, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu dan 

mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim. 

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan 

hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara paham dalam 

pengelolaan dana desa, mampu menganalisis dan mengetahui 

permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi 

dan sofware keuangan desa dengan baik”.
139
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Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Bendahara 

Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat fathanah dilakukan dengan 

cara paham dalam pengelolaan dana desa, mampu menganalisis dan 

mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu 

menggunakan aplikasi dan sofware keuangan desa dengan baik. 

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) 

memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara mampu 

mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu 

menyelesaikan permasalahan  dengan baik”.
140

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala 

Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat fathanah dilakukan 

dengan cara mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi 

dusun dan mampu menyelesaikan permasalahan  dengan baik. 

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan 

II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara 

paham permasalah terkait kondisi dusun mampu menyelesaikan 

permasalahan masyarakat dengan baik”.
141

  

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Samsul Hadi selaku 

Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat fathanah 

dilakukan dengan cara paham permasalah terkait kondisi dusun mampu 

menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan baik. 
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Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat 

fathanah yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan 

prinsip cerdas seperti, dengan cara melayani dan mendengarkan dengan 

baik keluh kesah masyrakat dan berusaha memberikan yang terbaik 

dalam memajukan desa, dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan 

permasalah baik itu dalam pemerintahan ataupun dalam lingkungan 

masyarakat, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu, 

mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim, mampu 

menganalisis dan mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, 

mampu menggunakan aplikasi dan sofware keuangan desa dengan baik, 

mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan 

mampu menyelesaikan permasalahan  dengan baik. 

Berikut salah  satu bentuk implementasi sifat fathanah yang 

dilakukan oleh Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

yaitu dengan menampung seluruh permasalahan  yang ada di desa untuk 

segera diatasi dan ditindak lanjuti.  

 Gambar 4.18 

Bentuk Sifat Fathanah Pemerintah Desa Karangduren 

 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 
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Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi 

kesimpulan hasil wawancara akuntabilitas pengelolaan dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Nubuwwah dalam Transparansi dan Akuntabilitas  

Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Prinsip 

Nubuwwah 

 

Hasil Wawancara 

Shiddiq 

 

Jujur dalam menyampaikan seluruh informasi anggaran 

dana desa baik itu pendapatan maupun pengeluaran 

anggaran dana desa kepada masyarakat, BPD, dan lainnya, 

kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dalam 

melaksanakan program desa, jujur dalam menjaga rahasia 

informasi desa kepada pihak yang tidak berwenang, jujur 

dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, 

jujur dalam melakukan pembayaran yang disertai dengan 

bukti yang sah, jujur dalam berbicara dan terbuka dengan 

masyarakat serta mendengarkan aspirasi dan permasalahan 

dengan baik jujur dalam melaksanakan tugas 

tanggungjawab proses pembangunan dana desa, jujur 

dalam melaporkan informasi hasil kegiatan pembangunan 

kepada kepala desa. 

Amanah Dengan cara melaksanakan program-program 

pembangunan desa yang sudah ditetapkan, melaporkan 

keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara 

berkala, mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan 

pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada 

kepada kepala desa, BPD dan lainnya, dan 

bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan 

bentuk SPJ, melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

dengan baik, memastikan kegiatan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat, dan melaporkan semua 

hasil pembangunan yang dilakukan 

Tabligh Dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti 

pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri 

masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya menyampaikan 

informasi program-program desa dan kebijakan 

pemerintah, membuat baliho atau papan informasi 

mengenai anggaran dana desa dan membuat website desa, 

berbicara langsung menyampaikan informasi kepada 

masyarakat program yang akan dilakukan dan juga melalui 
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Prinsip 

Nubuwwah 

 

Hasil Wawancara 

handphone. 

Fathanah Dengan cara mampu memahami dan menganalisis tugas 

dan  tanggungjawab dengan baik, mampu menyelesaikan 

tugas dengan cepat dan tepat waktu, mampu bekerja sama 

baik itu mandiri ataupun dalam tim, paham dalam 

pengelolaan dana desa, mampu menganalisis dan 

mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti,  

mampu menggunakan aplikasi dan sofware keuangan desa 

dengan baik, mampu mengetahui potensi dan permasalahan 

yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan 

permasalahan  dengan baik. 

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

C. Pembahasan Temuan 

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti dari keterkaitan antara 

kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan. 

1. Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember berikut proses tahapan 

pengukuran pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.19 

Proses Pengelolaan Dana Desa Karangduren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren 

a. Perencanaan 

1) Musyawarah 

Dusun 

(Musdus) 

2) Musyawarah 

Desa (Musdes) 

3) Musyawarah 

Rencana 

Pembangunan 

(Musrenbang) 

 

b. Pelaksanaan 

1) Tim 

Pelaksanaan 

Kegiatan (TPK) 

2) Rekening Kas 

Umum Negara 

(RKUN) 

3) Rekening Kas 

Umum Daerah 

(RKUD) 

4) Rekening Kas 

Umum Desa 

(RKUDes) 

5) Masyarakat 

c. Penatausahaan 

1) Penerimaan 

Kas Desa 

2) Pengeluaran 

Kas Desa 

3) Pencatatan Kas 

Desa 

4) Pelaporan Kas 

Desa 

 

 

d. Pelaporan 

1) Penyusunan 

Pelaporan 

2) Penyampaian 

Pelaporan 

3) Pertanggungjaw

aban Pelaporan 

4) Pemeriksaan 

Pelaporan  

 

e. Pertanggungjawaban 

1) Pengawasan Kegiatan 

Pembangunan 

2) Penyusunan Pelaporan 

Desa 

3) Penyampaian dan 

Pembahasan 

Pelaporan Desa 

 



 

 

133 

Berdasarkan gambar proses pengelolaan dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember di atas dapat disimpulkan bahwa:  

a. Tahap Perencanaan  

Tahap proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan 

melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) menentukkan permasalahan 

yang harus segera di atasi dimasing-masing desa. Kemudian tahapan 

kedua mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) membahas dan 

menentukan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah 

pembangunan dengan melihat Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes) yang akan digunakan sebagai penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Selanjutnya tahapan 

terakhir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbang), dimana musyawarah ini merupakan tingkat tertinggi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan menetapkan 

keputusan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). 

Pemerintah desa juga melibatkan beberapa unsur terkait dalam 

melaksanakan musyawarah serta pelaksanaan pembangunan yang 

disepakati bersama.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember melakukan pembentukkan Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu dan melaksanakan program 
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desa. Kemudian proses pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali 

dengan  pemindahan rekening kas umum negara ke rekening kas umum 

daerah kemudian menjadi rekening kas desa. Selanjutnya setiap 

pengambilan uang dan pembelian material dilakukan secara tunai dan 

harus disertai dengan bukti yang ada. Seluruh penerimaan dan 

pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas 

desa. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dana desa pemerintah 

desa mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

tersebut. 

c. Tahap Penatausahaan  

Pada tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara dimana 

memakai komputer siskeudes yang terhubung langsung dengan Rekening 

Kas Desa (RKDes) dan dapat mempermudah pemerintah desa dalam 

melakukan pelaporan. Pencairan dana desa dilakukan 2 tahap. Pada tahap 

pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dan dicatat semua 

transaksi penerimaan dan pengeluaran dan desa secara tertib dan akan 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). 

Program kerja desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, 

pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan 

pembinaan masyarakat desa. Selanjutnya setiap pemasukan dan 

pengeluaran selama setahun dicatat dan disimpan serta pemasukan dana 

harus disertai dengan bukti dan dokumentasi yang ada untuk sebagai 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pemerintah desa melakukan penutupan 
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buku pada setiap akhir bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, 

buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya akan 

disampaikan kepada BPD, Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa. 

d. Tahap Pelaporan  

Pada tahap pelaporan Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember dalam setiap pencairan dana desa wajib 

melampirkan laporan realisasi dana desa yang kemudian dicantumkan di 

dalam APBDes yang sudah dilaporkan setiap tahunya dan disampaikan 

kepada DPM. Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Karangduren dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum 

pembangunan 0% sampai hasil pembangunan 100%. Setiap pekerjaan 

pembangunan dana desa dicantumkan papan informasi berapa 

pengggunaan anggaran tersebut yang nantinya dilampirkan di dalam 

surat pertanggung jawaban untuk dilaporkan ke DPM melalui camat. 

Selanjutnya Camat melaporkan kegiatan pengggunaan dana desa kepada 

pihak DPM. Pelaporan yang dilaporkan pemerintah yang dapat dilihat 

oleh semua orang sudah dituangkan dalam APBDes. 

e. Tahap Pertanggungjawaban  

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam proses 

pengelolaan dana desa. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

sudah menerapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses 
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pengelolaan dana desa pemerintah desa juga sudah melibatkan 

masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. 

Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) akan membantu pemerintah desa dan mengawasi 

kegiatan pembangunan. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu pemerintah 

desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan 

realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa dalam bentuk Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ). Kemudian dokumen-dokumen tersebut 

disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada 

pemerintah kecamatan maupun pemerintah Kabupaten/kota. 

Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara 

jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho 

tentang penyelenggaraan pembangunan desa untuk mencegah terjadinya 

kecurigaan dan perselisihan antara masyarakat dan pemerintah desa. 

Maka dengan terlaksananya tersebut bentuk transparansi dan 

akuntabilitas di Desa Karangduren sudah terlaksana dengan baik. 

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan proses 

pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam proses 

pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 
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Kabupaten Jember sudah melakukan keseluruhan kegiatan sesuai dengan 

berdasarkan peraturan yang ada dalam melakukan pengeolaan dana desa. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terstruktur dan 

tanggungjawab. Hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam 

Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya pemerintah desa 

sudah melakukan keseluruhan proses pengelolaan dana desa berdasarkan 

peraturan yang ada. Dimana pemerintah desa sudah melakukan 

perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, penatausahaan 

yang rapi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabel.
142

  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taufiqul Musyfik 

Arromzi yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa 

Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih 

Kabupaten Sumenep”. Bahwa hasilnya mengenai bagaimana mekanisme 

pengelolan dana desa yaitu dengan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, 

dan tertib dan disiplin anggaran. Berbeda dengan proses penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam 
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 Umi Purwanti, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan 

Gelumbang Kabupaten Muara Enim,” 84. 
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Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya dalam melakukan 

pengelolaan dana desa berdasarkan dengan Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup proses 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta 

pertanggungjawaban. 
143

 

Dalam buku Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar 

yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa” dijelaskan  bahwasannya 

asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, 

dan disiplin anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember”. Bahwa hasilnya asas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Karangduren sudah selaras dengan teori yaitu pemerintah 

desa selalu terbuka dalam memberikan akses dana APBDes oleh publik, 

bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan atas dana desa yang 

dikelola, pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa, dan pemerintah desa juga sudah mengikuti 

berdasarkan peraturan yang ada.
144

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibnu Ngakil dan 

Elfan Kaukab dalam Journal Of Economic, Management, Accounting, And 
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 Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep," (Skripsi, 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 
144

 Puspawijaya dan Siregar, "Pengelolaan Keuangan Desa," 12 
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Technology yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo” menjelaskan bahwasanya 

prinsip pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabilitas, dan 

partisipatif. Berbeda dengan peneletian yang dilakukan oleh peneliti yang 

berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember” bahwasanya asas pengelolaan dana desa terpacu pada 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran.
145

 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

a. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa 

Karangduren terdapat hasil temuan pengukuran transparansi, yaitu:  

1) Adanya ketersedianya aksesbilitas dokumen 

Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember sudah menyediakan aksesbilitas dokumen dalam bentuk 

laporan realisasi anggaran APBDes setiap tahunnya dan dokumen 

tersebut sudah dituangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, 

dan mudah di pahami. Pelaksanaan pembangunan desa juga terdapat 

papan informasi anggaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua 
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 Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo,"  92–107. 
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orang berapa anggaran yang digunakan serta menyediakan website 

desa yang dapat diakses. 

2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi 

Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember mengenai informasi dana desa sudah sangat jelas, padat, dan 

mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi penerimaan bansos 

pemerintah memberikan informasi melalui telfon. Selain itu, melalui 

laporan realisasi APBes juga dipampang di depan kantor desa secara 

terbuka. Kemudian pada saat melakukan musyawarah pemerintah desa 

juga menyampaikan informasi baik dana yang diterima atau dana yang 

digunakan dan dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya. 

3) Adanya keterbukaan proses 

Adanya keterbukaan proses yang dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu 

dengan melakukan musdes dan memberikan hak untuk menyampaikan 

aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa yang dihadiri 

masyarakat, BPD dan  lainnya. Pemerintah desa juga melibatkan 

masyarakat dalam proses pembangunan untuk tukangnya diambil dari 

desa dan tidak boleh dari luar desa. Informasi desa juga dapat diakses 

melalui internet, desa juga menyediakan website desa yang terdapat 

kegiatan penggunaan dana desa. 

 



 

 

141 

4) Kerangka regulasi  yang menjamin transparansi 

Bentuk kerangka regulasi Pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu mempublikasikan 

informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara 

terbuka, mengikutsertakan perwakilan setiap kalangan masyarakat, 

BPD, LPM, dan lainnya dalam melakukan musyawarah desa serta 

dalam pelaksanaan pembangunan desa mempekerjakan warga asli 

Desa Karangduren serta terdapat papan informasi atau prasasti 

penggunaan anggaran pembangunan. 

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana 

transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam 

transparansi pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah melakukan proses 

keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan pengeolaan dana desa guna 

untuk menciptakan good governance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Purwanti dalam jurnal Ilmu 

Administrasi dan Studi Kebijakan yang berjudul “Transparansi 

Pengelolaan dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang 

Kabupaten Muara Enim” dan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember” sudah selaras. Bahwa haailnya pengukuran 
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transparansi dalam menciptkannya good govennace yaitu dengan 

adanya ketersediaan aksesbilitas dokumen, adanya kejelasan dan 

kelengkapan informasi, adanya keterbukaan proses dalam melakukan 

pengelolaan dana desa, adanya kerangka regulasi yang menjamin 

transparansi.
146

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Wahyuni 

yang berjudul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa 

Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” 

bahwa  hasilnya mengenai bagaimana penerapan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa yaitu dengan menjamin sistem keterbukaan dan 

standarisasi dari semua proses pelayanan publik, memfasilitasi 

pertayaan-pertayaan publik, dan memfasilitasi pelaporan penyebaran 

informasi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember” dalam melakukan pengukuran 

transparansi yaitu dengan adanya aksesbilitas dokumen, kejelasan dan 

kelengkapan suatu informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi 

menjamin.
147
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 Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan 

Gelumbang Kabupaten Muara Enim,"  81. 
147

 Sri Wahyuni, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur 

Kabupaten Aceh Tenggara)," (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019). 
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Dalam buku Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah 

Said yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan 

Keuangan Daerah” dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember” sudah selaras dengan teori 

yang dilakukan. Dijelaskan bahwasannya manfaat transparansi yaitu 

dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan mengindentifikasi 

kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi serta dapat menguatnya hubungan sosial yang baik.
148

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anik Nuzulur 

Rohma yang berjudul “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas 

Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) BMT NU Lumajang” dengan Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah Dalam 

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” sudah selaras 

dengan penelitian terdahulu. Bahwa hasilnya manfaat transparansi 

yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan 

mengindentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan 
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 Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, "Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah," 34 . 
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akuntabilitas dan transparansi serta dapat menguatnya hubungan sosial 

yang baik.
149

 

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember terdapat hasil 

temuan pengukuran akuntabilitas, yaitu: 

1) Penatausahaaan 

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah mengacu pada 

Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan 

dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara 

tertib. Hal ini dibuktikan setiap pendapatan dan pengeluaran desa 

dicatat dan disimpan berupa bukti-bukti transaksi penggunaan dana 

desa. Bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

setiap laporan realisasi APBDes pendapatan dan pengeluaran dicatat. 

2) Pelaporan 

Pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan melaporkan 

laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. 

Untuk laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni 
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dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember 

tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga 

disampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka 

tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan 

APBDes selama periode tertentu. 

3) Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu berupa 

melaporkan kegaitan pengelolaan dana desa melalui laporan 

pertanggungjawaban yang dan mempertanggungjawabkan laporan 

realisasi pelaksanaan APBDes yang akan disampaikan kepada Bupati 

setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban itu berisi penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes. 

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana 

akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah melakukan bentuk 

pertanggungjawaban dengan  melaksanakan keseluruhan kegiatan 

pengeolaan dana desa guna mewujudkan tata kelola yang baik. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut menjeaskan bahwa 
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bagaimana proses pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa yang harus dilakukan secara terstruktur dan tanggungjawab 

meliputi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses 

akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah sesuai melakukan proses 

tanggungjawab pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pertama, 

pada penatausahaan bendahara desa melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran, mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada kepala desa. 

Kedua, pada pelaporan kepala desa menyamapikan laporan realisasi 

pelaksanaan ABDes kepada Bupati/walikota  berupa laporan realisasi 

APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Ketiga, pada 

pertanggungjawaban dimana kepala desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota 

setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan oleh peraturan desa.
150

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni 

Quro,tul M yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 

2018” bahwa hasilnya prinsip akuntabilitas berupa proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah 

Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. 

Bahwasanya dalam melakukan pengukuran akuntabilitas yang 

dilakukan pemerintah desa yaitu berupa akuntabilitas penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban.
151

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Kusumaning Asmoro dan 

Novie Astuti Setianingsih dalam Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi 

yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana 

“Prodamas” Dalam mewujudkan Good Goverment Governance Di 

Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri” bahwasannya manfaat 

akuntabilitas pada suatu organisasi yaitu dapat memulihkan dan 

memelihara kepercayaan masyarakat, mendorong terciptanya 

transparansi dan responsive, mendorong partisipasi masyarakat, dan 

menjadikan pemerintah lebih efesien, efektif, ekonomi, dan responsive 

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sudah selaras dengan hasil penelitian yang 

berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya pemerintah desa 

sudah menjaga kepercayaan baik itu kepada masyarakat atau 
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pemerintah dalam mengelolah dana desa, mengikutsertakan 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta memberikan 

usulan permasalahan desa kepada pemerintah desa.
152

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anik Nuzulur 

Rohma yang berjudul “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas 

Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) BMT NU Lumajang” bahwasanya manfaat akuntabilitas 

yaitu dapat menciptakan kepercayaan stakeholders dalam 

pengelolaan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan 

mengembangkan standaar organisasi dan operasi secara ekonomis dan 

efesien. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember” bahwa manfaat akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana yaitu dapat memulihkan dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, mendorong terciptanya transparansi dan responsive, 

mendorong partisipasi masyarakat, dan menjadikan pemerintah lebih 

efesien, efektif, ekonomi, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat 

dan lingkungannya.
153
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3. Nubuwwah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember terdapat beberapa 

indikator nubuwwah seperti di bawah ini: 

a. Shiddiq  

Sifat shiddiq yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka 

melakukan prinsip kejujuran seperti, jujur dalam menyampaikan seluruh 

informasi terkait dana desa, jujur dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab dengan baik, jujur dalam pencatatan dan pelaporan jujur 

dalam dan jujur melaporkan informasi kegiatan pembangunan dana desa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanipatudiniah Madani dalam 

Jurnal Riset Agama yang berjudul “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran 

Menurut Rasulullah SAW”  dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua penelitian 

tersebut selaras dengan penerapan sifat jujur yaitu dengan selalu berkata 

benar, tidak menipu atau berbohong, selalu menepati janji, dan memiliki 

integritas yang tinggi.
154
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Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang 

berjudul “Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah 

Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip 

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” bahwa hasilnya mengenai 

bagaimana implementasi nilai shiddiq yaitu, menerapkan dengan baik 

pada pelayanan nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip. Pada 

sifat shiddiq seperti tidak berbuat curang, bersaing secara adil dan tidak 

merugikan, tepat waktu dan menepati janji, dan tidak menutupi 

keburukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya sifat jujur dalam pemerintah desa 

yaitu selalu berkata benar disetiap kondisi, tidak menipu/berbohong, 

menepati janji, dan memiliki integritas yang tinggi.
155

 

b. Amanah  

Sifat amanah yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka 

melakukan prinsip akuntabilitas atau tanggungjawab seperti, 

melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah 

ditetapkan, memperlakukan semua warga desa dengan adil, memastikan 

semua penggunaan dana desa  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan 
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bentuk Surat Pertanggung Jawaban, menjaga kerahasian informasi desa 

yang bersifat rahasia, melaporkan keuangan dana desa kepada bupati 

melalui camat secara berkala serta memastikan semua penggunaan dana 

desa sesuai dengan peraturan yang ada. mencatat dan melaporkan semua 

pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada 

kepada kepala desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa 

secara berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang disertai 

dengan bukti sah. memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi dalam Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Implementasi Nilai-

Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja 

Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro”  dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah 

Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya 

kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat amanah yaitu 

dengan memiliki integritas yang tinggi, melaksanakan tugasnya dengan 

baik, dan berkeinginan memperbaiki diri.
156

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang 

berjudul “Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah 
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Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip 

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam 

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua 

penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat amanah dalam  

bertanggungjawab seperti memiliki integritas tinggi, melaksanakan tugas 

dengan baik, dan memperbaiki diri.
157

 

c. Tabligh 

Sifat tabligh yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka 

melakukan prinsip transparan atau terbuka dalam  menyampaikan seperti, 

dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat 

melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, 

dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-program desa dan 

kebijakan pemerintah, membuat baliho atau papan informasi penggunaan 

anggaran dana desa, dan membuat website desa, berbicara secara 

langsung dan menyampaikan informasi misalnya melaporkan dan 

mengawasi program pembangunan  dan disampaikan kepada kepala desa 

secara langsung atau juga melalui handphone. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi dalam Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Implementasi Nilai-
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Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja 

Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro”  dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah 

Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya 

kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat tabligh yaitu 

selalu menyampaikan kebenaran, tidak pernah menyembunyikan 

kebenaran, dan memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan 

kebenaran.
158

  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang 

berjudul “Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah 

Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip 

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” bahwasanya penerapan sifat 

tabligh seperti berkomunikasi dengan baik, membangun jaringan besar 

atau kecil, dan mampu merealisasi pesan atau misi tertentu. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis 

Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember”. Bahwa hasilnya penerapan sifat tabligh pemerintah desa yaitu 
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dengan selalu terbuka dalam menyampaikan kebenaran, tidak 

menyembunyikan kebenaran, dan memiliki sikap bijaksana.
159

 

d. Fathanah  

Sifat fathanah yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka 

melakukan prinsip cerdas seperti, dengan cara melayani dan 

mendengarkan dengan baik keluh kesah masyrakat dan berusaha 

memberikan yang terbaik dalam memajukan desa, dan mencari jalan 

keluar dalam menyelesaikan permasalah baik itu dalam pemerintahan 

ataupun dalam lingkungan masyarakat, mampu menyelesaikan tugas 

dengan cepat dan tepat waktu, mampu bekerja sama baik itu mandiri 

ataupun dalam tim, mampu menganalisis dan mengetahui permasalahan 

data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi dan sofware 

keuangan desa dengan baik, mampu mengetahui potensi dan 

permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan 

permasalahan  dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi dalam Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Implementasi Nilai-

Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja 

Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro”  dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah 

Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 
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Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya 

kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat fathanah yaitu 

selalu memiliki sikap bijak dan menjujung kebijakan, memiliki ilmu baca 

dan memahami dan kecerdasan yang teruji serta mampu menyusun 

perencanaan dan strategi yang tepat.
160

  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang 

berjudul “Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah 

Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip 

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” bahwasannya penerapan 

sifat fathanah seperti bersikap menjunjung kebijakan, membaca peluang, 

dan dapat menyusun stategi.  Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis Nubuwwah Dalam 

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya 

penerapan sifat fathanah pemerintah desa yaitu dengan selalu bersikap 

bijak dan menjunjung kebijakan, memahami dan cerdas, dan mampu 

menyusun perencanaan yang tepat.
161

 

Di dalam buku Darmawati dan Lisda Aisyah “Etika Keuangan 

Publik Islam” dijelaskan bahwasanya shiddiq yaitu sifat yang dapat 

dipercaya baik perkataan maupun perbuatan, amanah yaitu sifat 
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tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 

tabligh yaitu sifat keterbukaan dalam menyampaikan informasi, dan 

fathanah sifat yang cerdas dan mampu dalam mengatur strategi-strategi 

permasalahan yang dihadapi dengan baik dan tepat sasaran. Penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam 

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” dimana telah sesuai 

dengan teori buku etika keuangan publik islam dan sudah melakukan 

dengan baik. Yang hasilnya bahwa pemerintah desa selalu jujur dalam 

dalam perkataan maupun perbuatan. Misalnya jujur dalam 

menyampaikan informasi dana desa dan yang disampaikan juga adalah 

benar-benar fakta dan sesuai kenyataan. Kemudian Pemerintah desa 

selalu amanah dalam bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan 

seluruh kegiatan pengelolaan dana desa. Misalnya pemerintah desa 

membuat laporan Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes) dan 

mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ). Selanjutnya pemerintah desa selalu tabligh dalam 

menyampaikan seluruh informasi baik kepada pihak internal maupun 

eksternal. Misalnya pemerintah desa membuat laporan Anggaran Belanja 

Pendapatan Desa (APBDes) yang dapat dilihat oleh semua orang. 

Terakhir pemerintah desa selalu fathanah selalu bersikap cerdas dan 

bijak dalam mengatasi dan mengatur keseluruhan kegiatan dana desa. 

Misalnya melayani dan mendengarkan dengan baik keluh kesah 
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masyrakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam memajukan 

desa.
162

 

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan implementasi 

nubuwwah yaitu sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah  dalam 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. 

Dalam implementasi nubuwwah dalam transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember sudah melakukan dengan baik. Pertama, sifat shiddiq 

yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu jujur dalam segala perkataan 

maupun perbuatan yang dilakukan. Kedua, sifat amanah yang dilakukan 

pemerintah desa yaitu dalam bentuk akuntabilitas dalam 

bertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan atas semua 

keseluruhan pengelolaan dana desa yang dilakukan. Ketiga, sifat tabligh 

yang dilakukan pemerintah desa dalam bentuk transparansi atau terbuka 

dalam menyampaikan keseluruhan  informasi mengenai pengelolaan 

dana desa yang dilakukan baik itu kepada pihak internal maupun 

eksternal. Keempat, sifat fathanah yang dilakukan oleh pemerintah desa 

yaitu bersikap cerdas dan bijak dalam memimpin desa serta mengatasi 

dan mengatur keseluruhan kegiatan dana desa untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Mekanisme pengelolaan dana desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 

Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan desa meliputi, tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah 

dilakukan dengan baik.  

2. Transparansi pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember berdasarkan pengukuran pelaksanaan governance yaitu, 

menyediakan aksesibilitas dokumen yang sudah dituangkan dalam bentuk 

laporan realisasi APBDes secara jelas singkat dan mudah dipahami, 

mengikutsertakan baik pihak internal maupun eksternal dalam pengelolaan 

dana desa, dan mempublikasikan informasi laporan realisasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat secara terbuka. 

Sedangkan pengukuran akuntabilitas pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu bertanggung jawab 

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa 

meliputi, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kegiatan 
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yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan 

sebagai upaya perwujudan sistem transparansi akuntabilitas pada 

pemerintah desa. 

3. Nubuwwah dalam transparansi dan akuntabilitas di pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember yakni sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Pemerintah 

Desa Karangduren sudah meneladani keempat sifat tersebut dalam 

kehidupan ataupun penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara terbuka 

dan bertanggungjawab agar mendapat kebaikan di dunia dan  di akhirat. 

B. Saran 

Dalam hal ini penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Karangduren 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan desa dan perlu meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa/tim pengelola 

yang secara langsung bertanggung jawab atas dana desa yang dikelolanya. 
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3. Apakah adanya keterbukaan proses pengelolaan keuangan dana desa secara 

menyeluruh? 

4. Apakah adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan 

keuangan dana Desa Karangduren? 

C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren 

1. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa? 

2. Bagaimana pelaporan yang dilakukan bendahara desa?  

3. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa? 

4. APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa? 

D. Prinsip Nubuwwah 

1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat jujur dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa? 

2. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat amanah dalam transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengeolaan keuangan desa? 

3. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat tabligh dalam transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengeolaan keuangan desa? 

4. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat fathanah dalam transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengeolaan keuangan desa? 



  



   



  



DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Wawancara dengan Kepala Desa 

 

 

 

 



2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa 

 

 

 

 



3. Wawancara Dengan Bendahara Desa 

 

 

 

 



4. Wawancara Dengan Kepala Dusun Krajan I  

 

 

 

 



5. Wawancara Dengan Kepala Dusun Krajan II 
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